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Nama Penyusun : Muhammad Iqbal
NIM : 10100108030
Judul Skripsi : Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian
di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng.
Skripsi ini membahas tentang Eksistensi dan peranan hakam dalam
pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan informasi
tentang eksistensi hakam dalam pencegahan tingkat perceraian, serta mengetahui
bagaimana mengoptimalkan fungsi hakam dalam pencegahan perceraian terutama di
Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
Data kepustakaan ini diambil dengan cara mengutip beberapa pendapat para
ahli yang sesuai atau memiliki relevansi dengan pembahasan yang dibahas dalam
skripsi ini. Penelusuran data literatur ini dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis
dan sosiologis. Sedangkan data lapangan dilakukan berdasarkan interviuw dan
observasi. Setelah kedua data lapangan dan kepustakaan terkumpul, lalu kemudian
diolah dan dianalisis berdasarkan metode induktif, deduktif dan komparatf.
Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa eksistensi hakam dalam
pencegahan perceraian, yaitu memberikan nasehat kepada para pihak yang berselisih,
baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan supaya tidak terjadi
perceraian. Optimalisasi peranan hakam adalah memperdamaikan di antara suami
isteri (yang berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai ganti
perselisihan, sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan hakam akan
semakin rendah pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh.1 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata
nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan
untuk arti persetubuhan coitus, juga untuk arti akad nikah.
Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan Islam ialah perkawinan untuk
selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu,
jumhur ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara,
dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja,
seperti halnya nikah mut’ah, nikah mahalli, nikah muwaqqad, dan sebagainya.2
Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk
melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ed. II Cet. III,
Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.
2 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Perkawinan (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1974 ),
h. 157.
2masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan
mengnai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga
menghentikan perkawinan, suami dan isteri tida leluasa penuh untuk menentukan
sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terkait juga pada peraturan
hukum perihal itu.
Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :3
1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang
melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada
mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan
memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita
mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai
lapangan mua’malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih
terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tetang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas
dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan
mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun
dengan syarat-syarat tertentu pula. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 3 :
3 Ny. Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( Cet. VI,
Yogyakarta: Liberty, 2007 ), h. 11.
3                     
                        
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja., atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim.4
Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara
perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di
akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan
yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat,
sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.
Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup
keluarganya. Islam  mengatur kelaurga bukan secara garis besar, tetapi sampai
terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap
kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu
perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.
Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun As Sunnah.
4 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004), h.
99-100.
4Dalam kehidupan keluarga kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami
istri. Salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajibannya, tidak saling
memahami, mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut sulit diatasi yang
menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. apabila hal tersebut ingin
diperbaiki kembali dengan jalan damai, maka Allah Swt. telah memberi petunjuk
dengan masing-masing kedua belah pihak mengutus hakam sebagai pedoman sesuai
dengan firman Allah dalam QS. (4) : 35 :
                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.5
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lembaga hakam sebagai
surat damai dalam keluarga juga dikenal. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 2:
Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.6
5 Ibid., h. 109.
6 Amandemen Undang-Undang Peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 114
5Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah
tangga itu tidak runtuh. Maka hakam ditetapkan, yang dipercaya suami istri tersebut
haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang.
Betapa mulianya ajaran Islam, namun banyak kaum muslim melupakan
masalah hakam dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Demikian pula dengan
pengadilan agama terkadang menghadirkan para hakam hanya sekedar formalitas
saja, yaitu sekedar memenuhi hukum acara, hal ini dapat dilihat Pengadilan Agama
Kabupaten Soppeng terkadang kurang jeli dalam menunjuk hakam sehingga terlihat
formalitas saja, terlebih lagi para hakam khususnya di Kecamatan Marioriawa kurang
memahami keberadaannya sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah bahkan
para hakam tersebut menambah permasalahan yang ada, hal ini diakibatkan karena
para hakam itu mempunyai tendensi tertentu.
Masalah tersebut perlu dikaji dan diteliti jauh agar para hakam memiliki
peranan dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam kajian ini adalah “Bagaimana eksistensi dan fungsi hakam dalam
pencegahan perceraian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”.
6Dari uraian pokok permasalahan tersebut, maka berikut ini dapat
dikemukakan sub-sub masalah yang meliputi:
1. Bagaimana eksistensi hakam dalam pencegahan perceraian di Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaiamana mengoptimalkan peranan hakam dalam pencegahan tingkat
perceraian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul ini
penulis memberikan arti kata yang dianggap penting, yaitu sebagai berikut:
- Eksistensi berarti keberadaan; wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang
membedakan antara benda dengan lainnya.7
- Peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.8
- Pencegahan berarti mencegah, penegahan, penolakan, sedapat mungkin dilakukan
terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.9
7 Pius A. Partanto, M. Dahlah al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: PT.
Arkola, 1994), h. 133.
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III;
Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 245.
9Ibid., h. 667.
7- Hakam berarti pencegah, pemisah, pengantara. Hakam yang penulis maksudkan di
sini adalah orang yang dapat mendamaikan karena mengetahui persoalan kedua
pasangan tersebut.10
- Perceraian berarti perpisahan. Jadi, perceraian yang dimaksud adalah perihal
bercerai antara suami istri.
Berangkat dari arti kata penting di atas, maka pengertian judul secara
operasional adalah keberadaan atau posisi seorang hakam dalam memerankan
perannya sebagai penengah yang dapat mencairkan ketegangan yang terjadi antara
suami istri, sehingga ketegangan yang terjadi pada suami isteri bersangkutan dapat
berakhir dengan kedamaian, menyebabkan terhindar dari perceraian.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, judul skripsi ini adalah Eksistensi dan
Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, untuk mengembangkan bagaimana
mengefektifkan para hakam dalam memberikan nasehat, atau solusi terhadap sebuah
keluarga yang ingin bercerai. KUA di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
sudah menetapkan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian
(BP4) untuk memberikan nasehat kepada masyarakat yang mengajukan permohonan
10 Windy Novia, Kamus Ilmiah Populer ( Surabaya: Wacana Intelektual, 2008 ), h.
290.
8cerai atau cerai talak. Apabila BP4 ini sudah tidak mampu memberikan nasehat, maka
selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini.
D. Metodelogi Penelitian
Ada beberapa metode yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi
ini di antaranya sebagai berikut:
1. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-
cirinya akan diduga. Populasi dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Populasi sampling, contoh apabila kita mengambil rumah tangga sebagai sampel,
sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang melakukan perceraian,
maka seluruh rumah tangga adalah populasi sampling
2. Populasi sasaran, sesuai dengan contoh di atas, maka seluruh kasus perceraian
adalah populasi sasaran.11
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang
melakukan perceraian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun
2009 - 2011. Populasiya sebanyak 95 kasus perceraian yang terbagi dari 10
Desa/Kelurahan :
- Manorang Salo sebanyak 14 kasus
11 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Data Media, 1994), h. 40.
9- Laringgi sebanyak 7 kasus
- Limpomajang sebanyak 11 kasus
- Attang Salo sebanyak 7 kasus
- Tellu Limpoe sebanyak 10 kasus
- Panincong sebanyak 10 kasus
- Patampanua sebanyak 9 kasus
- Bulu’e sebanyak 9 kasus
- Batu-Batu sebanyak 10 kasus
- Kaca sebanyak 8 kasus
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili
populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka
sampling yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling.12
Sebelum dilakukan pengambilan sampel secara random sampling, maka akan
diuji terlebih dahulu apakah populasinya homogen atau tidak. Untuk mengetahui
populasi homogen, maka dilakukan analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji
homogenitas varians populasi dan uji jumlah kasus perceraian di Kecamatan
Marioriawa. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi
homogen. Dengan demikian dapat dilakukan pengambilan sampel dengan teknik
12 Ibid., h. 41.
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random sampling. Pada penelitian ini diambil Kelurahan Limpomajang sebagai
sampel penelitian.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual
dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.
3. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dimaksud adalah sautu study penelitian untuk
mengetahui secara teoritis tentang permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.
a. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan lewat sumber-sumber hukum positif
yang berlaku serta dalil-dalil syari’at Islam yang dianggap relevan dengan masalah
hakam.
b. Pendekatan sosiologis yaitu dengan memahami keadaan atau kondisi yang ada
dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang dikategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data
yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
Dalam rangka pengumpulan data penulis menerapkan sebagai berikut:
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1. Library research, yaitu mengumpulkan data lewat daftar Pepustakaan yang
berkaitan dengan masalah hakam. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai
berikut :
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung
sesuai dengan aslinya,tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke
dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah redaksinya, mengutip
pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap
sama.
2. Field research, sebagai cara untuk mendapatkan data di lapangan penelitian yang
sesuai dengan data yang bersifat teknis sebagai berikut:
a. Interviuw, dengan cara menemukan atau menjaring informasi atau pendapat secara
langsung dengan jalan wawancara kepada semua pihak yang dianggap dapat
memberikan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan.
b. Observasi, ialah mengumpulkan data tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan
mengamati secara langsung terhadap masalah yang akan diteliti yaitu eksistensi
dan fungsi hakam dalam pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
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c. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah :
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatutopik tertentu.13
2. Dokumnetasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok secara langsung.14
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai tekhnik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada.15
d. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti
sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang
harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :
13Ibid., h. 44 - 45.
14 Hadi Sutrisno, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
15 Ronny Hanitidjo , op, cit., h. 225 - 242.
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan
sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau  pembicaraan
dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan
dengan informan.
e. Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode peneliti
pengolahan data dalam penelitian ini adalah :
a. Editing data adalah pemeriksaaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang
diperoleh dari hasil wawancara.
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalan melakukan penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
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2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dkelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan  apa
yang dapat diceritakan kembali.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan
masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :
a. Mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam pencegahan tingkat
perceraian
b. Penulis ingin mengetahui bagaimana mengoptimalkan fungsi hakam dalam
pencegahan perceraian terutama di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng.
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai referensi intelektual dan acuan
bagi masyarakat maupun para hakim di Pengadilan Agama.
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b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan
dimanfaatkan dalam penulisan, dalam penyusunan undang-undang dan buku
pengetahuan yang berkaitan dengan perceraian.
c. Memberikan bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak yang
membutuhkan.
d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum acara Peradilan
Agama
e. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyandang gelar Sarjana Hukum Islam





1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Hakam
Tentang Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian
dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri yang tercantum
dalam Surah An-Nissa ayat 35. Menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator
sebagai kata yang sepadan dengan Hakam.16 Begitu juga Morteza Mutanhari
mengemukakan kata sepadan Hakam dengan arbiter. Menurut beliau Hakam dipilih
dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak
dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh
dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan
suami isteri. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati
mereka masing-masing.17
Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang
dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yaitu :
16 Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (Ed. I, Jakarta: P3m, 1987), h.
265.
17 Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam, (Cet. I, Bandung:
Pustaka Bandung, 1985), h. 243.
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Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau
pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian
perselisihan terhadap syiqaq.
Fungsi Hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi
tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti
setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi
dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk
mengambil putusan, yang membarengi fungsi Hakam adalah kewajiban yang wajib
melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya,
dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi Hakam. Bertitik tolak
dari kenyataan hukum yang demikian, dimana fungsi Hakam hanya sekadar usaha
penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan
putusan.
Dalam hal perkara perceraian bahwa Hakim peradilan agama sebagai yang
mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan "Islam sebagai rahmatan lil
alamin" dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh tuntunan bahwa
perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama hakim agama dan hakim pada
umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha
mengutuhkan kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan
antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk
mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Untuk memperteguh kewajiban hakim
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mencegah perceraian danmengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak,
tuntunan Agama yang saya sebutkan dimuka dengan sengaja "diadopsi" dalam
peraturan perundangundangan,sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975.
Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya
perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sangat sengaja dibuat berbeda
dengan upaya perdamaian dilingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam
HIR (Herziene Inlands Reglemen) dan RBg (Reglemen voor Buiten gewesten).
Dalam praktek, perdamaian ala HIR (Pasal 130) atau RBg (Pasal 154), hanya
dilakukan sebelum memasuki pokok perkara.
Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berpekara, sangat
sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan
setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu layak
sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.
Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini
diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :
(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.
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(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan.
Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang berbunyi :
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
Khusus dalam perkara perceraian, upaya mendamaikan adalah bersifat
imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada
hakim dalam perkara perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan tidak
berlaku secara umum, dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan
menjadikan kewajiban hukum bagi hakim dan merupakan upaya nyata secara
Optimal.
Kebijakan Peradilan Agama, mendorong upaya damai, bukan saja demi
kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa.
Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem
Peradilan, baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen Peradilan maupun
dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan
sengketa bukan sekedar pemutus sengketa. Dari segi administrasi atau managemen
Peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di
pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena
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tidak ada ketergesa-gesaan), efisien, efektif, dan mudah dikontrol. Dari sudut
penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan
rasa puas diantara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Syarat-Syarat Pengangkatan Hakam
Hakam yang pokok artinya sama dengan hakim, maka orang yang diangkat
menjadi Hakam harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Sayyid Sabiq
disyaratkan terdiri dari orang laki-laki yang berakal, baligh, adil, dan Islam. Tidak
disyaratkan dari keluarga suami isteri, boleh berasal dari pihak luar, sedang
pengaturan dalam ayat 35 surat an-Nisa bersifat sunnah.18
Abdul Azis Al Khuli mensyaratkan Hakam adalah : seseorang yang dapat :
a. Berlaku adil diantara para pihak yang berperkara.
b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami isteri.
c. Kedua Hakam itu disegani oleh kedua belah pihak.
d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya./dirugikan. Apabila pihak yang lain
tidak mau berdamai.19
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditetapkan bahwa
pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam, apabila gugatan perceraian itu
18 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib denga judul “Fikih
Sunnah”, Juz VIII, (Cet V, Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h.115
19 Soemiaty, op.cit., h. 112-113.
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didasarkan atas alasan syiaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara
suami isteri.20
Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 76 yang berbunyi :
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas syiqaq, maka untuk mendapatkan
putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.21
Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 2 tersebut di atas dapat dikemukakan
bahwa Pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam itu apabila gugatan
perceraian berdasarkan alasan syiqaq, yaitu sesudah proses pemeriksaan perkara
melewati tahap pemeriksaan saksi.
Penggarisan pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa hakim baru
dapat mengambil putusan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dengan suami isteri. Ketentuan ini pada prinsipnya
sama dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yang berbunyi :
20 Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 114.
21 Ibid., h. 114.
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Gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar
pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.22
Penggarisan dalam pasal di atas adalah untuk mengatur salah satu aspek
mengenai tata cara perkara gugatan perceraian atas dasar alasan perselisihan yang
tajam dan terus menerus antara suami isteri.
Berdasar pada ketentuan ini dengan sendirinya menjadi satu bagian dari tata
cara mengadili yang harus dilaksanakan oleh hakim. Sebab kelalaian menerapkannya,
mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan
oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan
oleh hakim atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum atau sekurang-
kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan guna menyempurnakan dari pada
kelalaian yang terjadi itu.
M. Yahya Harahap memahami bahwa tata cara pemeriksaan yang dikehendaki
daripada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2
dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila terjadi perkara
percerian didasarkan atas alasan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri
(syiqaq), maka pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi
dari keluarga yang dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Hakim
berhak meminta kepada para pihak, siapa dari keluarga dekat mereka. Apabila
keluarga dekat jauh atau tidak ada atau sulit untuk menghadirkan maka hakim dapat
22 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 50.
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meminta kepada siapa-siapa orang yang dekat dengan suami isteri. Setelah hakim
memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, maka
hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan pada mereka dalam
sidang.23
Persoalannya, bagaimana kalau pihak keluarga atau orang yang dekat dengan
suami isteri tidak mau hadir dengan sukarela, karena menurut pangamatan banyak
pihak keluarga apalagi orang lain yang tidak mau melibatkan dirinya secara sukarela.
Apa daya hakim memenuhi ketentuan pasal 76 terhadap keluarga atau orang dekat
yang tidak mau memenuhi permintaan pihak yang berperkara secara sukarela?.
Dalam hal ini, hakim secara “exofficio” dapat memerintahkan saksi yang
bersangkutan, berdasarkan ketentuan pasal 139 HIR dan pasal 165 RBg. Yakni hakim
memerintahkan jurusita untuk memanggil mereka secara resmi. Bahkan apabila
mereka tidak mau memenuhi panggilan, maka dapat dihadirkan saksi-saksi tersebut
secara paksa.24
Apalagi bila diteliti dari ketentuan pasal 76 tersebut adalah bersifat
“imperatif”.25 Dalam pasal ini terdapat perkataan “harus”, yakni harus didengar saksi-
23 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Ed. II, Cet..
III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), h. 226
24 M. Yahya Harahap, ibid., Keterangan pasal 139 HIR dan pasal 165 RBg dapat dilihat dalam
buku o. Bidara dan P. Bidara, Hukum Acara Perdata, cet II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 38.
K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBg/HIR (Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 29
25 Yang dimaksud “imperatif”, ialah bersifat memerintah atau memberi komando; mempunyai
hak memberi komando atau bersifat menguatkan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 327
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saksi yang berasal dari pihak kelaurga atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri. Jadi kelalaian atas pemeriksaannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata
cara mengadili menurut Undang-Undang. Pendirian yang demikian tergambar dalam
berbagai putusan Mahkamah Agung, meskipun putusan kelalaian itu tidak dianggap
pembatalan pemeriksaan dan putusan, akan tetapi cukup hanya dengan
memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa ulang pihak keluarga atau
orang yang dekat dengan suami isteri.
Salah satu contoh yang dapat dikemukakan yaitu putusan Mahkamah Agung
tanggal 31 Juni 1981 no. 50 K/Ag/1980 yang dikutip oleh Yahya Harahap dalam
bukunya sebagai berikut :
Isteri menggugat suami berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus. Faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran karena suami
menuduh isteri berzina. Di samping itu isteri juga mengajukan alasan lain bahwa
suami sering memukul isteri. Dalam hal ini, Pengadilan Agama mengabulkan gugat
atas pertimbangan bahwa suami telah melanggar taklik talak dan menyatakan syarat
taklik telah terwujud.
Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama (PTA)
membatalkan putusan dengan suatu pertimbangan yang benar-benar amat singkat dan
tidak matang. Pertimbangan hukumnya semata-mata alasan. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan suami isteri rukun
kembali.
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Selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan
putusan sela yang berisi amar, memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan
pemeriksaan tambahan memeriksa pihak kelaurga atau orang yang dekat dengan
suami isteri sebagai saksi. Pertimbangan Mahkamah Agung kira-kira berbunyi
Berdasarkan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, harus didengar pihak keluarga.
Karena ternyata belum didengar, sebelum putusan akhir dijatuhkan mereka harus
didengar lebih dahulu keterangan mereka. 26
Apabila diperintahkan contoh tersebut di atas, akan terlihat kontradiksi dalam
pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud. Pada satu segi dipertimbangkan bahwa
menurut pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan terhadap keluarga atau
orang yang dekat dengan suami isteri adalah “harus”. Ternyata keharusan itu
dilalaikan, sehingga tata cara mengadili yang dilakukan Pengadilan Agama telah
melanggar syarat keabsahan pemeriksaan. Kalau begitu semestinya Mahkamah
Agung membatalkan pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama. Namun ternyata
Mahkamah Agung hanya memerintahkan pemeriksaan tambahan saja. Mungkin
Mahkamah Agung berpendapat sifat imperatif yang terkandung dalam ketentuan
pasal 22 ayat 2 PP, bukan pelanggaran yang berkualitas membatalkan putusan, cukup
diperbaiki melalui pemeriksaan tambahan.
Contoh tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa gugatan perceraian
atas syiqaq, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga
26 Ibid., h. 267.
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atau orang dekat sebelumnya mengambil keputusan, karena kedudukan kelaurga atau
orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, bukan hanya sebagai
keterangan. Maksudnya jika keterangan yang mereka berikan itu memenuhi syarat
materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan
atau pengalaman sendiri, lalu keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian
dengan saksi atau alat bukti lainnya, maka keterangan yang mereka berikan sah dan
bernilai sebagai alat bukti. Dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
Karena itu hakim dapat memutuskan berdasarkan keterangan saksi tersebut.
Selanjutnya rumusan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang berbunyi:
Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan..... dapat
mengangkat..... menjadi Hakam.
Melihat daripada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa
Pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan
pembuktian selesai, yakni pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lainnya yang sudah
diperiksa. Dari hasil pemeriksaan daripada pembuktian itu, pengadilan telah
memperoleh gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi pada suami isteri itu,
baru Pengadilan dapat mengangkat Hakam.
Tata cara yang seperti ini, mungkin ada rasionya, yakni pengadilan atau hakim
harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan dan
persengketaan dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah pula dapat
diraba, barulah hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala sesuatu yang
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ditemukan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjejaki usaha
penyelesaian perselisihan. Agar Hakam dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan harus disampaikan kepadanya. Kemudian, di samping
penjelasan mengenai hal-hal yang ditemukan di sidang, kepada hakim diberi
pengarahan sepenuhnya, saat melaporkan hasil usahanya serta batas jangka waktu
penugasan.27 Itulah sebabnya, Hakam yang diangkat syaratnya harus orang yang arif,
disegani dan mau bekerja serta dipercaya. Hakam harus benar-benar dikenal dan
sangat dekat dengan suami isteri dan diberi batas waktu agar penyelesaian perkara
tidak terkatung-katung.
Bertitik tolak dari dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan pengangkatan Hakam adalah sebagai wasiat atau juru damai dan
tujuannya hanya berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak berhak untuk
memutuskan. Jadi pengadilan atau hakimlah yang berhak memutuskan perkara
perceraian atas dasar alasan syiqaq itu.
Apabila diperhatikan dalam hukum Islam mengenai kedudukan dan fungsi
Hakam, ternyata para ahli fiqh masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan
pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
Menurut Abu Hanifah berpendapat, dan sebagian dari pengikut Imam
Hambali, Asy-Syafi’iy, ulama-ulama Dhahiri, Syi’ah Zaidiyah mengatakan bahwa
kedudukan Hakam adalah sebagai wakil. Oleh karena itu, sebagai wakil maka Hakam
27 Ibid., h. 276.
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tidak boleh menceraikan atau menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang
yang diwakili yaitu suami isteri.28 Keterangan ini bersumber dari riwayat Al-Hasan
dan Zaid bin Sulaiman.29
Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerahkan kepada
kedua Hakam, melainkan hanya untuk mendamaikan, sebagaimana dikatakan. Jika
mereka berdua itu menghendaki “ishlah”. Ini menunjukkan bahwa di luar tugas ini
adalah tidak ada. Keduanya adalah berstatus sebagai wakil, sehingga mereka tidak
mungkin berhak melaksanakan keputusannya, melainkan harus kerelaan yang
memberi wakil.30
Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan
Qaul Jadid Imam Syafi’iy, mengatakan Hakam itu berarti hakim, sebagai hakim maka
boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami isteri itu atau berusaha
mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami isteri.31
Adapun alasan pendapat di atas yaitu sesungguhnya Allah SWT. memberi
predikat kedua Hakam sebagai Hakam (orang yang menjadi hakim), yaitu
sebagaimana dikatakan “dan utuslah seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang
28 Ny. Soemiati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahum 1974,
(Cet. VI, Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 112. Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun-Nikah,
dialihbahsakan oleh Agus Salim dengan judul/ “Hukum Perkawinan Islam”, (Cet. III, Jakarta: Pustaka
Amani, 1989), h. 224-225.
29 Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Rawa’l Al-Bayan Tafsir Al-Qur’an, dialihbahasakan oleh
Mu’ammal Hamdy dan Imron A.Manan, (Cet. I Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 412.
30 Ibid., h. 215.
31 Ny. Soemiati, op.cit.
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Hakam lagi dari keluarga isteri”. Hakam adalah juga hakim. Sedang salah satu
wewenang hakim ialah menghukumi, tanpa menunggu kerelaan dihukumi.32
Pendapat tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib ibnu
Abbas, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Sya’bi Nakha’i. Sa’id bin Jubair, dan Ibnu
Mundzir sebagaimana dinukilkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa Hakam
sebagai wasit wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggenan kehidupan
rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan persetujuan
atau pemberi kuasa dari suami isteri yang bersangkutan.33
Al-Jashshasa mengatakan bahwa rekan-rekan kami berpendapat bahwa kedua
Hakam tidak ada hak untuk menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami, sebab
sudah tidak ada perselisihan lagi bahwa suami kalau sudah mengaku bersalah
terhadap isterinya, tidak boleh diceraikan antara keduanya itu, dan hakim pun tidak
boleh memaksa suami supaya mencerai isterinya, sebelum ada keputusan dari dua
Hakam.34
Ath-Thabary mengatakan bahwa dua Hakam atau satu Hakam tidak boleh
menjatuhkan hukum untuk menceraikan suami isteri itu, juga mengambil harta,
kecuali dengan kerelaan pihak yang bersangkutan.35
32 Ash-Shabuniy, loc.cit.
33 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib denga judul “Fikih
Sunnah”, Juz VIII, (Cet V, Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 90.
34 Ash-Shabuniy, loc.cit.
35 Ibid., h. 125.
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Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun, maka diketahui bahwa para ahli
ulama berbeda pendapat dalam memahami kedudukan dan tujuan Hakam dalam
gugatan perceraian atas dasar alasan syiqaq. Sebagian berpendapat bahwa Hakam itu
hanya sebagai wakil, maka dari itu tujuan Hakam hanyalah bertugas untuk
mendamaikan suami isteri itu dan tidak berwenang untuk memutuskan perceraian.
Sebagian lainnya mengatakan bahwa kedudukan Hakam adalah bertugas untuk
mendamaikan dan sekaligus berhak untuk meutuskan perceraian atas alasan syiqaq.
Kedua pandangan di atas, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang
mengatakan bahwa kedudukan Hakam hanyalah sebagai wakil. Oleh karena itu,
tujuannya hanya berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa berhak untuk
memutuskan perceraian suami isteri itu, sebab dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat
35 berbunyi :
                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.36
36 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Jakarta : CV. Naladana, 2004 ), h.
109.
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Bila diperhatikan ayat di atas, dapat pula disimpulkan bahwa jika terjadi
perselisihan antara suami isteri perselisihan antara suami isteri sehingga timbul
permusuhan yang dikhawatirkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah
diadakan Hakam untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah Hakam itu berusaha
mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya
perselisihan. Dan tidak dijelaskan bahwa bila Hakam tidak dapat menemukan titik
terang untuk berdamai, ceraikanlah. Ini menunjukkan bahwa Hakam dalam ayat ini
hanyalah sebagai wakil yang bertujuan untuk berusaha mendamaikan kedua suami
isteri yang sedang berselisih yang akan mengakibatkan terjadinya perceraian.
 ُﺳَر ﱠَنأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﱢِﻲﻧَﺰُﻤَْﻟا ٍفْﻮَﻋ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ُﺢْﻠ ﱡﺼَﻟا  :َلَﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ َلﻮ
 ﱠِﻻإ ,ْﻢِﮭِطوُﺮُﺷ َﻰﻠَﻋ َنﻮُِﻤﻠْﺴُﻤْﻟاَو ،ًﺎﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞََﺣأ َو ًﻻَﻼَﺣ َم ﱠﺮَﺣ ًﺎﺤْﻠُﺻ ﱠِﻻإ ,َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤَْﻟا َﻦَْﯿﺑ ٌِﺰﺋﺎَﺟ ًﺎطْﺮَﺷ
 ًﺎﻣاَﺮَﺣ ﱠﻞََﺣأ َو ًﻻَﻼَﺣ َم ﱠﺮَﺣ
 َﺻَو ﱡيِﺬِﻣْﺮﱢﺘَﻟا ُهاَوَر) ُﮫﱠَﻧﺄَﻛَو .ٌﻒﯿِﻌَﺿ ٍفْﻮَﻋ ِﻦْﺑ ِوِﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠَﷲ ِﺪْﺒَﻋ َﻦْﺑ َﺮِﯿﺜَﻛ َُﮫﯾِواَر ﱠَنِﻷ ;ِﮫَْﯿﻠَﻋ اوُﺮَﻜَْﻧأَو .ُﮫَﺤ ﱠﺤ ُهََﺮَﺒﺘِْﻋا
(ِﮫﻗُُﺮط ِةَﺮْﺜَِﻜﺑ
Artinya:
Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw.
bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian
yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum
muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang
mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.
(Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena
seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf
adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak
jalannya)37
37http://daminhamdani.blogspot.com/2012/01/makalah-hadis-ahkam-dakwaan-
pembuktian.html diakses tanggal 25 September 2012
32
3. Jumlah Hakam
Dalam ilmu fiqh dikenal istilah “Hakamain” (dua Hakam), dalam kata bentuk
tasniyah, guna merujuk jumlah Hakam dalam perkara syiqaq. Hal ini dapat dipahami
jika kita menelaah anak kalimat “Hakaman min ahliha wa Hakaman min ahlihi”
dalam surat an-Nisa ayat 35. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 35 jumlah Hakam
setidak-tidaknya dua orang. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 masalah jumlah Hakam
diatur dalam pasal 72 ayat 2 :
Dapat mengangkat seorang Hakam atau lebih dari keluarga masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.
Dengan demikian, jumlah Hakam minimal 2 (dua) orang, seorang dari
masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan
pendapat ahli fiqh. Secara historis, jumlah Hakam memang bisa satu, bisa juga
lebih,38 yakni Hakam secara umum tidak khusus dalam masalah perkawinan. Nabi
Muhammad pernah menjadi Hakam dalam kasus “Hajar Aswad”39 seorang diri dan
ada hadits takririyah dalam kasus Abu Syuraih yang menunjukkan tentang Hakam
Abu Syuraih yang biasa memutus sengketa.
Hakim Agung M. Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fundi Hakam
sekadar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami isteri tanpa disertai
38 Muhammad Salam Mazkur, Al-Qadla fi Al-Islam (Cairo, 1994), h.21-22.
39 Kasus Hajar Aswad dimuat dalam kisah-kisah Nabi Muhammad, diantaranya dalam
Muhammad Husain Hackal, Sejarah Hidup Muhammad ( Cet. XVIII, Bogor: Litera Antar Nusa,
1995), h. 69.
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dengan desisi, maka jumlah Hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa
orang. Lebih lanjut beliau berpendapat :
Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin
lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang
ikut campur tangan,semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya
menjajaki usaha penyelesaian mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang
saja. Kecuali jika Hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan,
kita anggap anggotanya mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna
menghindari kekeliruan maupun berat sebelah.40
B. Tinjauan Umum Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian yang dimaksud di sini identik dengan kata-kata thalak atau furqah
dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat di bawah ini :
a. Menurut Bahasa
Perkataan perceraian berasal dar kata cerai, yang memperoleh awalan per dan
akhiran an. Cerai menurut bahasa berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.
41 Sedangkan cerai dalam istilah fiqih disebut “thalak” atau “furqah”.
Adapun arti dari thalak itu adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian.
Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan
ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqig yang berarti cerai antara suami isteri.42
40 M. Yahya Harahap, op.cit., h. 272-273.
41 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai
Pustaka, 1990 ), h. 163.
42 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Jakarta: Bulan Bintang,
t.th. ), h. 156
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b. Menurut Istilah
Menurut Sayyid Sabiq :
.ﺔﯿﺟوﺰﻟا قﻼﻄﻟا ءﺎﺒﻨﻟاو ناوﺰﻟا ﺔﻄﺑار ﻞﺣ
Artinya:
Membuka atau melepaskan ikatan perkawinan serta menghentikan
hubungan suami isteri.43
Menurut Soemiyati, perkataan thalak dalam istilah fiqih mempunyai
dua arti, yaitu :
 Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian,
baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun
perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena
meninggalnya salah seorang dari suami isteri.
 Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh
suami.44
Dengan melihat pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas,
nampaknya berbeda satu sama lain, akan tetapi perbedaan tersebut hanya dari
segi redaksinya saja. Adapun maksud dan tujuannya adalah sama, yakni
menunjukkan bahwa perceraian itu adalah memutuskan akad nikah serta
43 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II ( Beirut: Darul Fiqr, 1977 ), h. 206
44 Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan ( Cet. VI, Yogyakarta:
Liberty, 2007 ), h. 103-104.
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melepaskan hubungan antara suami isteri sehingga keduanya tidak lagi
mempunyai hak dan kewajiban.
2. Dasar Hukum Perceraian
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Merupakan ajaran
lengkap dan sempurna, baik menurut pemeluknya maupun kenyataan doktrinnya.
Dari kebenaran dan kelengkapannya itulah yang tercakup di dalamnya segala aturan
dan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia lahir dan
batin ataupun dunia akhirat. Oleh sebab itu, Islam menjadi hukum di atas segala gerak
gerik seorang muslim, dalam perbuatannya, perkataan-perkataan, pergaulan sehari-
hari, ( jual-beli, perkawinan dan sebagainya), tindakan-tindakannya, berhubungan
sosial, ekonomi, politik, serta menjadi tujuan hidupnya, sehingga Islam merupakan
peraturan masyarakat dalam bentuk yang Islamistis. Hal ini berdasarkan firman Allah
dalam Q.S An-Nisa ayat 105 yang berbunyi :
 ُ ﱠﷲ َكاَرَأ ﺎ َﻤِﺑ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦ ْﯿ َﺑ َﻢ ُﻜْﺤَﺘ ِﻟ ﱢﻖَﺤ ْﻟﺎِﺑ َبﺎَﺘ ِﻜ ْﻟا َﻚ ْﯿ َﻟ ِإ ﺎَﻨ ْﻟ َﺰ ْﻧ َأ ﺎﱠ ﻧ ِإ…
Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia
dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.45
Mengenai perceraian yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini
diatur pula dalam hukum Islam, namun bukan berarti bahwa Agama Islam
45 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004), h.
124.
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memberikan kebebasan terhadap penganutnya untuk melakukan perceraian,
melainkan untuk mengaturnya supaya perceraian itu membawa hi, kmah bagi umat
manusia di muka bumi ini.
Dalam hukum Islam, masalah perceraian jika dilihat secara tekstual
diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian
itu adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.46
Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan cerai
antara suami isteri adalah perbuatan yang halal, akan tetapi amat sangat dibenci oleh
Allah SWT. di atas pula dijelaskan oleh Soemiyati bahwa sekalipun perceraian itu
halal akan tetapi Islam tetap memandang sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas
hukum Islam. Dengan demikian sangat logis apabila proses perceraian ini diatur
dalam hukum tertentu. Undang-undang perkawinan, kitapun menganut prinsip-prinsip
mempersulit, namun tidak mesti terjadinya perceraian. Hal ini telah sesuai dengan
hadis di atas.
Agama Islam telah menganjurkan untuk hidup berumah tangga yang bahagia
serta sejahtera, di dalamnya terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu
terwujud Mawaddah dan Rahmah. Perkawinan merupakan ikatan sakral lagi kuat
dengan akad nikah, ijab qabul, yang terjadi sekali seumur hidup. Begitu kuatnya
ikatan ini Allah SWT. berfirman dalam Al Qur’an pada surah An-Nisa ayat 21
sebagai berikut :
46 Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan ( Cet. VI, Yogyakarta:
Liberty, 2007 ), h. 105.
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 …ﺎًﻈﯿِﻠ َﻏ ﺎًﻗﺎَﺜﯿ ِﻣ ْﻢ ُﻜ ْﻨ ِﻣ َن ْﺬَﺧَأ َو
Terjemahnya :
... dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan
pernikahan) dari kamu.47
Dengan melihat makna ayat tersebut di atas, maka hendaklah suami maupun
isteri untuk memelihara ikatan yang kokoh tersebut. Jadi tidak halal bercerai kecuali
darurat. Darurat yang dimaksud di sini yang membolehkan cerai yaitu bila suami
meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau sudah tidak punya rasa cinta
dengannya. Sebab soal hati hanya terletak genggaman Allah. Tetapi jika tidak ada
alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah,
maka dari itu sangat dibenci dan dilarang.
Adapun hukum cerai menurut ahli fiqh, tampaknya mereka berbeda pendapat.
Menurut Sayyid Sabiq,  pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan terlarang,
kecuali dengan alasan yang benar.48
Sedangkan menurut M. Djamil Latif, hukum talak itu berbeda antara wajib,
sunnah, mubah, makruh dan haram, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Wajib, yaitu talaq dalam hal syiqaq, karena juru damai memandang bahwa talak
itulah jalan satu-satunya untuk menghentikan syiqaq mereka, talak mali (suami
meng-illa’ istrinya) sesudah tempo 40 hari lewat, dan tidak kembali kepada
47 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004), h.
105.
48 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 11.
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isterinya, maka diwajibkan membayar  kafarat, talak karena sebab ada cacat suami
yang tidak disenangi oleh isteri begitupun juga sebaliknya, ada cacat isteri yang
tidak disenangi oleh suami.
2. Sunnat yaitu dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabiatnya, dan tidak pula
menjaga kehormatannya sebagai isteri dari sang suami.
3. Mubah yaitu talak ketika ada derajat karena kedua suami isteri telah sepakat untuk
bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan
kehidupan perkawinan mereka lagi.
4. Makruh, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab yang berwujud kepada
cerai. Ini menurut pendapat Imam Syafi’iy dan Hambali, akan tetapi, menurut
sebagian Ulama Hanafi, hukumnya haram, karena yang demikian itu memberi
kemelaratan atau membawa isteri kepada kemelaratan.
5. Haram, yaitu apabila menjatuhkan talak ketika dalam keadaan haid atau dalam
keadaan suci yang telah dicampuri, atau menjatuhkan talak kepada isteri tanpa ada
sebab akibat.49
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya talak
itu dibolehkan oleh Allah SWT. namun dipandang tercela karena mempunyai akibat
yang bruruk terhadap diri suami isteri, anak-anaknya serta keluarganya dari masing-
masing.
49 HM. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia ( Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982 ), h. 49-50.
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Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami
isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam  perkawinan mengenai defenisi
perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas melainkan
hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya
perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Subekti,
S.H, mendefinisikan perceraian bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan
karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.50 Dengan
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, di mana
peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap
perceraian diberikan pembatatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat
untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan
ketentuan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak
(2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-
peraturan sendiri.51
50 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Cet. XXXI, Jakarta: Inter Massa, 2003 ), h. 42.
51 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ( Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 87.
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Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhaasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dari ketentuan di
atas jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat
terjadinya perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang
Pengadilan Agama, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan
perceraian.
3. Faktor Penyebab Perceraian
Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 BAB
VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian,
perceraian, dan keputusan pengadilan.
Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat
dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi
untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini
diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu
ada 6 (enam) alasan untuk perceraian, sebagai berikut :
1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya
yang sukar disembuhkan.
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2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri..
6. Antara Suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.52




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kelurahan Limpomajang
Kelurahan Limpomajang adalah ibukota dari Kelurahan itu sendiri, yang luas
wilayahnya meliputi 3 Lingkungan, yakni Lingkungan Lajarella, Lingkungan Bola
Mallimpong dan Lingkungan Salo Mate. Penduduk pribumi dihuni 99.99% suku
bugis, sedangkan penduduk nonpribumi 0.01%. Jadi, penduduk Kelurahan
Limpomajang selain dihuni oleh penduduk asli yang sukunya adalah suku Bugis, juga
dihuni oleh penduduk nonpribumi yang masuk melalui pintu perkawinan dan tugas
pengabdian  kepada negara, melaui PNS, seperti petugas kesehatan, guru dan
pegawai. Salah satu jenis suku yang hidup berdampingan secara damai dan tenteram
dengan penduduk asli masyarakat Kelurahan Limpomajang adalah suku Makassar.
Kelurahan Limpomajang adalah pecahan dari Desa Manorang Salo, pada
waktu itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan Desa
yaitu UU tahun 1974, yang mengharuskan Desa Manorang Salo menjadi Kelurahan.
Maka dari itu, Lahirlah Kelurahan Limpomajang pada tahun 1974. Namun
pelaksanaan Undang-Undang tersebut berjalan pada tahun 1980 yang dijabat oleh
Mustamin sampai 1982. Pada waktu pemerintahan Mustamin, Luas Kelurahan
Limpomajang adalah 16 Km². Karena Kelurahan Batu-Batu juga ikut masuk dalam
wilayah Kelurahan Limpomajang. Mustamin menjabat sebagai Lurah Limpomajang
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selama 7 (Tujuh) tahun lamanya yaitu mulai tahun 1982 sampai tahun 1989,
kemudian diganti oleh Abd. Halim.
Pada awal bergulirnya era reformasi ketika masih d bawah pemerintahan
Presiden BJ. Habibie, dan Kbupaten Soppeng masih dipimpin oleh seorang Bupati
yang bernama Drs. A. Pairuddin Zaisal terjadi pemekaran Desa pada tahun 1990.
Pada tahun inilah Kelurahan Limpomajang pecah dan wilayahnya sebagian diambil
oleh Kelurahan Batu-Batu. Abd.Halim menajabat sebagai Lurah selama 5 (Lima)
tahun kemudian diganti oleh Sanusi Makkarella. Kemudian diganti lagi oleh Abd.
Rahman, BA sampai saat sekarang.
Oleh karena itu Kelurahan Limpomajang Sejak pimpinan Sanusi Makkarella
sampai Abd. Rahman, BA, Limpomajang membawahi 4 lingkungan, yaitu :
- Lingkungan Limpomajang
- Lingkungan Lajarella
- Lingkungan Bola Mallimpongnge
- Lingkungan Salo Mate’e
B. Demografis dan Geografis Kelurahan Limpomajang
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pemerintahan Kelurahan
Limpomajang, maka sampai sekarang ini wilayah administrasi Kelurahan
Limpomajang meliputi areal tanah 545,4 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel I
Luas tanah menurut kegunaan di Kelurahan Limpomajang Tahun 2010





Sumber : Statisti Kantor Lurah Limpomajang Tahun 2010
Jumlah rumah tempat tinggal di seluruh wilayah Kelurahan Limpomajang
pada Tahun 2010 ini meliputi 473 rumah permanen, 221 rumah sehat dan 334 rumah
tidak sehat.
Kelurahan Limpomajang merupakan Unit pemerintahan terkecil ke 3 dari 9
Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan
jumlah penduduknya sebanyak 2549 jiwa yang tersebar dalam 4 (empat) Lingkungan.
Pola pemukiman penduduk menyebar di dalam wilayah Kelurahan Limpomajang.
Dalam kondisi seperti ini, rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi berderet,
berhadap-hadapan sepanjang jalan ataupun lorong-lorong yang ada.
Kelurahan Limpomajang berada pada posisi antara 119°53'54.99" BT dan 4°
8'34.89" LS dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Tempe Kab. Wajo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Attang Salo Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
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- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Manorang Salo Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kaca Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
Keadaan alam Kelurahan Limpomajang secara garis besarnya dapat dibagi 2
(dua) yaitu kawasan datarab sungai dan kawasan pegunungan.
Iklim Limpomajang dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Dari akhir Mei sampai bulan Oktober berhembus angin Tenggara yang kadang
kala diiringi musim kemarau.
b. Dari bulan Oktober sampai dengan pertengahan bulan Februari berhembus angin
barat yang biasanya diiringi hujan lebat.
c. Dari pertengahan bulan Februari sampai dengan bulan Maret biasanya berhembus
angin utara yang diiringi hujan yang kadang-kadang lebat.
d. Dari akhir bulan Maret, bulan April dan bulan Mei angin tidak menentu begitupun
juga curah hujan.
Tumbuh-tumbuhan di daerah ini adalah tumbuhan tropik, di daerah ini tumbuh
subur berbagai jenis pohon, buah-buahan, dab tumbuhan jangka pendek yang
dijadikan makanan pokok oleh penduduk. Seperti; padi sawah, padi ladang, jagung,
ubi kayu, dan kacang-kacangan. Adapun buah-buahan yang dihasilkan di daerah ini
antara lain; mangga, nangka, dan pisang. Sedangkan tanaman komoditi perkebunan
seperti; kelapa, kapok, dan kakao.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Lurah Limpomajang, bahwa
kondisi lingkungan fisik Kelurahan dilengkapi beberapa fasilitas yang ada antara lain:
1. Fasilitas pendidikan, TK-TPA, SD, dan MTs.
2. Fasilitas rumah ibadah berupa Masjid dan Mushallah
3. Fasilitas penerangan berupa PLN
Adapun data tentang mata pencaharian penduduk Kelurahan Limpomajang
dari sejumlah penduduk berdasarkan data dari Kantor Lurah Limpomajang terdapat
penduduk 524 orang yang mempunyai 744 orang yang mempunyai pekerjaan tetap.
Selebihnya tidak mempunyai pekerjaan tetap karena sebagian masih sekolah, URT,
dan pengangguran. Data lengkap mengenai banyaknya penduduk menurut mata
pencaharian dikemukakan dalam tabel berikut di bawah ini :
Tabel II
Komposisi penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan Limpomajang
No. Mata Pencaharian Jumlah





6 Pertukangan (Kayu/Batu) 6
Jumlah 744
Sumber : Statisti Kantor Lurah Limpomajang Tahun 2010
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C. Keadaan Pendidikan dan Agama
Sebagai suatu Komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi
kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tdak dapat hidup
tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk
disosialisasikan sistem kehidupan sosial. Sarlito mengungkapkan bahwa manusia
adalah “makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam
kehidupan sehari-hari”.53 Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia
harus selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan
manusia baik secara individu maupun secara berkelompok sehingga tercipta interaksi
sosial.
Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Lurah Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng di Soppeng di papan statistik terpanjang bahwa
tingkat pendidikan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah
Umum atau Madrasah Aliyah.
Untuk selengkapnya data yang diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan
penduduk dewasa dan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :
53 Sarlito Wirawan Sawono, Pengantar Umum Psikologi ( Edisi II; Cet. II; Jakarta: Bulan
Bintang, 1982), h. 95.
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Tabel III
Data tentang kondisi pendidikan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan
tahun 2005
No. Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin JumlahL P
1 Tidak Tamat SD 178 157 335
2 Tamat SD 250 229 479
3 Tamat SLTP/MTs 153 148 301
4 Tamat SMU/Aliyah 245 327 572
5 Tamat Perguruan Tinggi 60 45 105
Jumlah 736 756 1792
Sumber : Data Statistik Kantor Lurah Limpomajang 2010.
Dari data penduduk Kelurahan Limpomajang sebanyak 2549 jiwa, hanya 1792
jiwa yang sempat mengenyam pendidikan. Semntara 1257 masyarakat yang
dikategorikan “tidak tamat SD (tidak pernah sekolah)” dan masih dikategorikan buta
huruf atau tidak berpendidikan walaupun pemerintah kini telah memasukkan mereka
sebagai peserta paket A dan paket B dalam rangka membebaskan masyarakat
Limpomajang dari buta huruf. Sedangkan lainnya terdapat termasuk anak balita dan
anak usia sekolah sebagaimana tampak dalam tabel berikut :
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Tabel IV
Data anak usia balita ( pra sekolah ) dan usia sekolah di Kelurahan
Limpomajang Tahun 2010.
No. Usia Anak Jenis Kelamin JumlahL P
1 0 – 3 Tahun 80 70 150
2 4 – 6 Tahun 55 47 102
3 7 – 12 Tahun 135 155 190
4 13 Tahun ke atas 223 230 453
Jumlah 393 402 895
Sumber : Data Statistik Kantor Lurah Limpomajang
Bertolak dari keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat anak
usia sekolah sebanyak 745 orang yang masuk usia sekolah, sedangkan 150 masih
berada pada usia balita, dan 453 lainnya berada pada usia 13 tahun ke atas dan masih
menempuh pendidikan tingkat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.
Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dapat dikategorikan sebagai salah satu
kelompok masyarakat yang lebih banyak telah menerima atau mengenyam
pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Sedangkan masyarakat yang dianggap
tidak pernah menemuph jalur pendidikan formal berkisar 600 orang, tetapi ia
berpendidikan nonformal ( pendidikan paket B) setara SMP. Oleh karena itu,
masyarakat Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
dapat dikategorikan sebagai masyarakat telah memiliki pendidikan.
Berkait dengan Agama dan kepercayaan masyarakat setempat, maka
pemahaman mereka terhadap sistem keagamaan yakni kepercayaan kepada Agama
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Islam sebagai Agama tahuhid semakin kuat karena ditunjang oleh pendidikan
masyarakat bersangkutan. Walaupun demikian, secara historis seperti yang
dipaparkan oleh H. Nasruddi, BA, kepada penulis bahwa :
Agama Islam masuk di daerah ini diperkirakan pada abad ke 18 M. Sebelum
masuknya Agama Islam sampai sekarang masih ada yang menganut
kepercayaan animisme, kepercayaan yang beranggapan bahwa ada kekuatan
ghaib yang menghuni dunia ini. Disamping dunia yang tampak ini terdapat pula
dunia yang tidak tampak oleh panca indera. Kekuatan ghaib itu adalah suatu
kekuatan yang berbeada di luar manusia. Kekuatan ghaib menguasai manusia
dan berkedudukan lebih tinggi dari manusia.54
Oleh karena itu, bagi warga masyarakat di Kelurahan Limpomajang yang
mempercayai kekuatan tersebut dan berbuat sesuatu untuk menjalin hubungan dengan
kekuatan-kekuatan melalui pemujaan atau upacara-upacara tertentu. Sampai sekarang
sisa-sisa kepercayaan itu masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada
yang membawa sesajen ketempat-tempat yang dianggap keramat seperti pohon besar,
kuburan, sungai dan tempat-tempat tertentu. Mereka meminta rezeki yang banyak,
ilmu bela diri dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang sudah kurang yakin
terhadap kepercayaaan tersebut, mereka hanya melakukannya di rumah sendiri,
dengan menghidangkan sesajen untuk para leluhurnya, dan meminta untuk
keselamatan anak cucunya.
Apabila ada burung hantu berbunyi beberapa kali dengan suara keras sambil
melintasi bubungan atap rumah, pertanda akan ada kerabat yang dekat dari rumah itu
54 H. Nasruddin, BA., Imam Kelurahan Limpomajang, “wawancara”, di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 23 Juni 2012.
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akan meninggal dunia. Dan sebaliknya apabila burung malam itu berbunyi kecil maka
pertanda ada kerabat yang bertempat tinggal jauh akan meninggal dunia.
Kepercayaan ketiga adalah apabila ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dan
hinggap di atas kelambu dan terbang ke dapur, maka pertanda ada tamu terhormat
yang akan datang ke rumah tersebut.
Sehubungan dengan kepercayaan yang ghaib, masih ada di antara warga
masyarakat Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ini
mendatangi kuburan di anggap keramat. Seperti, kuburan seseorang yang dahulu kala
memiliki sesuatu kekuatan yang diluar batas kepampuan manusia. Sehingga mereka
mempercayai dan menganggap bahwa orang itu mampu memberikan sesuatu yang
ghaib kepada orang yang mendatanginya. Adapun kedatangan mereka di tempat itu
mempunyai tujuan yang beraneka ragam. Ada yang datang untuk meminta berkah,
jodoh, ada pula yang meminta ilmu-ilmu tertentu, ada juga yang datang berziarah
untuk membayar nazar sehingga apa yang dikehendaki terkabul. Mereka datang
dengan membawa sesajen berupa nasi ketan, ayam panggang/goreng, beberapa
macam pisang, penajaga kuburan akan membaca doa lalu sesajen dimakan oleh orang
yang ada di sekitar lokasi tersebut.
Adapun hari baik dan  buruk, bulan yang baik dan buruk untuk melaksanakan
suatu kegiatan seperti membangun rumah baru, menanam benih, turun ke danau,
pergi jauh meninggalkan kampung halaman., masih cukup banyak penduduk yang
berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu tentang itu. Itu
turun temurun dilakukan oleh keluarga sampai cucu-cucu mereka.
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Asumsi di atas diketahui bahwa masyarakat yang berkeyakinan dan berbuat
seperti itu adalah mereka yang memiki jenjang pengetahuan yang rendah beserta
masyarakat yang tidak berpendidikan (tidak tamat SD). Hal itu mereka lakukan
karena mereka tidak memahami secara benar tentang nilai-nilai ajaran tauhid yang
terkandung dalam ajaran Agama Islam. Bahkan ada di antara mereka menduga bahwa
apa yang mereka lakukan itu, merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang




A. Eksistensi Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa
Sebagaimana diketahui bahwa perceraian terjadi karena telah terjadi suatu
perjanjian suci atau perkawinan antar seorang suami dengan seorang isteri yang
kemudian hidup dalam suatu rumah tangga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terjalinnya pertalian perkawinan
diarahkan atau ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi
pasangan suami isteri yang bersangkutan. Namun ironisnya, bahwa tidaklah semua
pasangan suami isteri itu dapat mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, abadi,
kekal atau yang lebih dikenal dengan kehidupan keluarga yang mawaddah
warahmah. Ketidak mampuan itulah yang kemudian menimbulkan kehidupan rumah
tangga yang runyam, sehingga timbul pertikaian, percekcokan di antara sumai isteri
yang ujung-ujungnya berakhir pada perceraian.
Walaupun dinyatakan sebagai suatu aktivitas yang berlabel halal, tetapi
merupakan salah satu perbuatan paling dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Talak
adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia,
termasuk di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng khusunya Kelurahan
Limpomajang.
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Berdasarkan hasil penellitian, penulis telah menemukan keadaan perkara di
KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun 2009 s/d 2011
Jumlah Perceraian dalam lingkup




1 Manorang Salo 5 6 3
2 Laringgi 3 1 3
3 Limpomajang 4 5 2
4 Attang Salo 3 3 1
5 Tellu Limpoe 4 2 4
6 Panincong 3 4 3
7 Patampanua 2 5 2
8 Bulue 3 3 3
9 Batu-Batu 2 4 4
10 Kaca 2 4 2
Jumlah 31 37 27
Sumber Data : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Marioriawa Tahun 2011.
Dari hasil penelitian penulis, menemukan kasus perceraian di KUA
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebanyak 95 kasus. Kasus tersebut
merupakan kasus cerai talak dan cerai gugat. Bertitik tolak dari kasus tersebut yang
sesuai tempat atau lokasi penelitian dari penulis, yaitu Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng menemukan 11 (8,5%) dari 95 kasus
perceraian yang terbagi 10 Kelurahan/Desa.
Menurut pengakuan Ibu Wahidah, Ketua BP4 Kecamatan Marioriawa bahwa
permohonan perceraian yang terjadi khusus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
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Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, sebenarnya berjumlah 19 kasus, 8 diantaranya
berhasil didamaikan oleh hakam sedangkan yang lainnya tidak berhasil didamaikan
oleh hakam, disebabkan karena pihak yang berperkara tetap ingin bercerai dan susah
untuk rukun atau kembali rujuk lagi.55
Perceraian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
ini, pada dasarnya adalah perceraian yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan atau
didamaikan oleh suami isteri, karena persoalan yang muncul sangat parah, sehingga
baik para hakam ataupun pihak hakim Pengadilan Agama, memandangnya sebagai
wajib talak, yaitu terjadinya perselisiahan suami isteri, sudah tidak dapat lagi
didamaikan, dan kedua belah  pihak telah memandang bahwa satu-satunya jalan yang
terbaik yang harus ditempuh hanyalah talak atau bercerai.
Sementara itu, Drs. H. Abd. Samad mengemukakan bahwa talak atau
perceraian yang umumnya terjadi di Kabupaten Soppeng dan Khususnya Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa adalah karena kedua hakam yang merupakan
orang kepercayaan suami atau hakam dari pihak isteri sudah kehabisan akal dan
strategi untuk mendamaikan suami isteri tersebut, sehingga hakim bersama
memutuskan percerian.56
Dengan demikian, bila terjadi perselisihan atau syiqaq antara suami isteri,
misalnya isteri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangganya sudah
55 Dra. Wahidah, Ketua BP4 KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, wawancara,
tanggal 20 Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
56 Drs. H. Abd.Samad, Hakim, Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 22
Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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terancam hancur, maka diangkatlah dua orang hakam untuk menyelidiki masalah
yang menyangkut suami isteri. Hakam inilah yang bertugas menyelesaikan masalah
demi kelangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan.
Masalah perselisihan atau sering disebut sebagai syiqaq adalah sesuatu hal
yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat sebagai suami
isteri. Munculnya perselisihan atau syiqaq, lebih disebabkan oleh beberapa faktor.
Menurut Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng ketika dikonfirmasi penulis, beliau
mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau syiqaq
dalam keluarga adalah karena faktor akhlak, kurangya pendidikan yang dapat
menopang atau mendukung pembinaan kehidupan keluarga, tidak adanya rasa
tanggung jawab anta suami isteri, da yang paling utama terjadinya syiqaq adalah
faktor ekonomi.57
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Untuk melakukan perceraian oleh suami isteri, harus ada alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami isteri, dan
satu-satunya jalan yang tebaik bagi suami isteri hanyalah bercerai. Dengan demikian,
pihak Pengadilan dalam hal ini hakim berhak memutus perkawinan mereka dengan
bentuk perceraian atau talak.
57Drs.  H. Usman S, S.H., Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 28
Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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Berangkat dari uraian singkat yang dipaparkan di atas, penulis dapat menarik
suatu konklusi bahwa percerian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng selama ini, adalah perceraian yang dapat
digolongkan sebagai perceraian wajib, sebab antara suami isteri sudah tidak ada jalan
lain yang ditemukan kecuali bercerai. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cara atau
strategi yang dapat ditempuh oleh hakam maupun hakim untuk mendamaikan suami
isteri yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa antara suami isteri itu tidak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tidak dapat lagi mewujudkan
kerukunan hidup rumah tangganya, dan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai
kehidupan yang mawaddah warahmah.
Perceraian atau talak adalah suatu hukum perkawinan dimana hukum tersebut
dibolehkan dengan dasar pertimbangan yang sehat dan wajar. Perceraian merupakan
jalan penyelesaian terakhir, setelah melalui proses atau prosedur penyelesaian yang
diawali dari suami isteri itu sendiri, kemudian menyusul dengan hakam atau wakil
baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri, kemudian melangkah kepada Badan
Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) untuk menanganinya
secara serius. Namun jikalau badan ini pun kesulitan atau tdak mampu pula
menangninya, maka proses selanjutnya diserahkan kepada lembaga yang lebih tinggi,
yakni Pengadilan Agama,. Hal ini, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal
39 ayat (1) “Perceraian haya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
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Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah
pihak”.58
Pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal sangat dibenci dan dilarang
oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, andaikan seorang suami tidak merasa
senang kepada isterinya hendaklah ia bersabar, karena mungkin Tuhan menjadikan
sesuatu yang sangat baik dalam diri isteri yang telah tidak disenangi suami itu. Akan
tetapi, apabila ketidak senangan itu semakin membesar atau semakin parah maka
hendaklah suami bersifat bijaksana untuk menempuh jalur hukum. Hal ini
dimaksudkan agar suami tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya.
Setelah pengaduan suami diterima oleh pihak Pengadilan, lalu kemudian Pengadilan
yang memeriksa perkara bersangkutan berhak mengangkat hakam yang dapat
mewakili baik suami maupun isteri.
Menurut Musriadi, S.Ag, M.H. ketika dikonfirmasi penulis, mengemukakan
bahwa hakam menempati posisi yang sangat menentukan bagi nasib suami isteri yang
syiqaq atau berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakam dapat
menjatuhkan suatu hukum bersama hakim atas status suami isteri bila sudah tidak ada
lagi jalan lain kecuali bercerai.59 Pernyataan beliau ini dapat ditangkap bahwa apabila
salah seorang dari hakamain yang telah ditunjuk atau diangkat untuk menyelesaikan
58 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam ( Cet. VII, Bandung: Tim Citra Umbara, 2011 ), h. 16.
59 Musriadi, S.Ag, M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng, wawancara, tanggal 26 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng.
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syiqaq atau perselisihan itu menghendaki agar hubungan suami isteri itu tetap
diteruskan atau dilanjutkan, maka kedua suami isteri yang bersyiqaq itu tetap harus
melanjutkan hubungan suami isteri mereka. Begitupun kalau seorang dari dua hakam
tersebut menyatakan pendapat bahwa hubungan suami isteri tidak mungkin dan sudah
tidak dapat lagi dilanjutkan, barulah perceraian dapat dilaksanakan.
Eksistensi hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sangat penting,
sebab jika tidak ada hakam maka suatu perselisihan atau pertengkaran akan terjadi
terus menerus tanpa adanya penyelesaian, maka dari ini betapa pentingnya hakam
sebagai penengah untuk mencarikan solusi atau jalan keluar agar permasalahan yang
dihadapi oleh pihak yang berperkara dapat diselesaikan.
Hakam dapat didatangkan dari keluarga pihak yang berperkara yaitu hakam
dari pihak suami dan hakam lagi dari pihak isteri yang diangkat oleh Pengadilan
Agama. Hakam ini berfungsi sebagai penengah, memberikan nasehat serta solusi dari
permasalahan yang dihadapi tanpa memberikan putusan. Hanya memberikan berita
kepada hakim jika pihak suami dan pihak isteri sudah tidak mampu rukun dan dami
kembali, maka Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk memberikan
putusan.
Dari ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa eksisternsi atau keberadaan
hakam adalah sebagai penengah. Artinya bahwa hakam adalah penyidik atas
peristiwa yang terjadi pada suami isteri yang syiqaq. Hal ini dimaksudkan agar hakam
dapat menemukan suatu solusi untuk menghindarkan terjadinya perceraian bagi
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suami isteri yang syiqaq itu. Apabila diperhatikan dalam praktek dunia hukum, dapat
dipahami bahwa eksistensi hakam dapat diartikan sebagai arbitrator atau arbiter.
Sedangkan menurut M. Amin, ketika dikonfirmasi penulis, menjelaskan
bahwa keberadaan hakam dalam rangka memperoleh jalan keluar bagi yang syiqaq
adalah sebagai penengah atau wasit yang dapat menjalankan fungsinya sebagai
tempat penyelesaian syiqaq atau perselisihan.yang terjadi antara suami isteri..60
Menurut Syarifuddin, bahwa hakam merupakan juru dami apabila terjadi
syiqaq, sesuai dengan tujuan penunjukannya hakam harus berindak sebagai
pendamai.61 Dalam itulah, oleh Drs. H. Abd. Samad bahwa dari segi perundang-
undangan arbitrase mempunyai fungsi untuk mendamaikan atau mencegah terjadinya
perceraian. Oleh karena itu, arbitrase di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng ini eksistensinya sebagai penengah atau arbitrase
dalam fungsinya sebagai pendamai antara suami isteri yang syiqaq atau berselisih.62
Sejalan dengan itu, apabila terjadi kekhawatiran atas terjadinya persengketaan
antara suami isteri, maka Al-Qur’an memerintahkan agar menunjuk dua orang
penengah atau hakam untuk mendamaikan suami isteri yang syiqaq itu. Allah
berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 35 :
60 M. Amin, seorang hakam, wawancara, tanggal 25 Agustus 2012 di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
61 Syarifuddin, seorang syiqaq, wawancara, tanggal 21 Juni 2012 di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
62 Drs. H. Abd. Samad, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 20
Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng.
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                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu kahawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.63
Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa apabila sengketa itu datang dari
kedua suami isteri atau dari salah satunya, maka hakam yang telah ditunjuk dan
diangkat oleh hakim agar mencapai solusi perdamaian atau ishlah. Apabila kedua
hakam belum menemukan kata sepakat, maka hakim memerintahkan kedua hakam
untuk mengulang penyelidikannya.
Berangkat dari keterangan yang disajikan di atas, secara jelas dapat
disimpulkan bahwa eksistensi hakam dalam rangka pencegahan perceraian di
Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng adalah sebagai
arbitrase atau penengah yang dipercayakan untuk menyelidiki problematika yang
timbul pada suatu keluarga sehingga antara suami isteri terjadi syiqaq atau
perselisihan yang dapat berjuang pada perceraian, sehingga percerian bagi suami
isteri yang syiqaq tidak sampai terjadi perceraian. Oleh karena itu, keberadaan hakam
63 Departemen Agama RI, Al-Q-ur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.
109.
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di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, dapat
meminimalisir terjadinya perceraian bagi suami isteri.
B. Optimalisasi Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal, dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk
seumur hidup dan diharapkan atau dianjurkan agar tidak terjadi sesuatu perceraian.
Maka dalam rangka kekekalan kerukunan hidup berkeluarga oleh hakam yang telah
diangkat berupaya untuk mempersulit perceraian.64
Tujuan utama mengangkat hakam atau juru damai apabila terjadi syiqaq.
Selama tujuan penunjukkan atau pengangkatan hakam berperan dalam mencegah
timbulnya perceraian bagi suami isteri yang syiqaq, menurut M. Amin sama sekali
tidak bertentangan dengan makna dan jiwa Al-Qur’an, tanpa mempersoalkan siapa
yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi hakam.65 Namun perlu disadari bahwa
seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai hakam adalah orang sehat jasmani
dan rohani.
64 Drs. H. Usman S, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, wawancara, tanggal
21 Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
65 M. Amin, Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 19 Juni 2012 di
Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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Pada pasal 76 ayat 1 dijelaskan bahwa :
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
Kata “harus” dalam pasal 76 ayat 1 di atas, jika dianalisis berdasarkan
ketentuannya adalah bersifat imperatif, artinya bahwa kata “harus” dalam pasal
tersebut menunjukkan adanya penegasan untuk mendengarkan saksi-saksi atau dapat
ditafsirkan sebagai “hakam” yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan
suami isteri. Penegasan ini mengindikasikan akan adanya upaya bagi hakim ataupun
hakam untuk mengoptimalkan peranan hakam dalam rangka pencegahan perceraian.
Paradigma tersebut menunjukkan bahwa hakam khususnya di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng senantiasa dioptimalkan
tugas dan peranannya guna meminimalisir terjadinya perceraian, terutama perceraian
yang dilatar belakangi oleh perselisihan atau syiqaq. Untuk mengetahui bagaimana
optimalisasi dalam mengatasi perceraian khususnya di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng terlebih dahulu kita ketahui bahwa
hakam yang harus diangkat berdasarkan testemoni Al Qur’an adalah hakam memiliki
hubungan darah dengan suami isteri yang dalam keadaan syiqaq.
Dalam Q.S An-Nisa ayat 35 dikisahka oleh Allah SWT. bahwa
                        
         
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Terjemahnya
Dan jika kamu kahawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.66
Ayat tersebut menyebutkan bahwa hakam yang dimaksdudkan dalam ayat ini
tersebut oleh para ahli fiqhi, sebagaimana dikemukakan Kamal Muchtar bahwa :
Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebahagian pengikut Imam Hambali,
Qaul Qadim dari Imam Syafi’iy “Hakam” itu berarti hakim. Sebagai hakim,
maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya
tentanng hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan
memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan kembali agar
kedua suami isteri berdamai kembali.67
Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa hakam berarti wakil dan hakam
berarti hakim. Kedua pengertian ini menunjukkan tingkat optimalisasi peranan hakam
dalam pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng, adalah berperan sebagai juru pendamai, bertindak atas nama
pihak keluarga yang diwakilinya, memperbaiki atau melanjutkan hubungan suami
isteri dalam kehidupan rumah tangga, dan menjatuhkan talak. Dari keempat tingkat
peranan hakam inilah hingga kini senantiasa ditingkatkan dan lebih
dioptimalisasikan.
66 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.
109.
67 Kamal Muchtar, Asas Hukum tentang Perkawinan (Cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1974),
h. 45.
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Optimalisasi ini mutlak karena kesemuanya dilaksanakan oleh hakam yang
disebabkan karena :
a. Hakam dapat berperan merendahkan dan menyadarkan pihaknya masing-masing
kemudian secara kekeluargaan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan
bersama untuk mereka saling memaafkan dan menyadari kesalahannya dan
kembali berdamai dan hidup rukun seperti sedia kala. Maka peranan hakam selesai
sampai di sini. Akan tetapi, apabila hakam tidak berhasil mendamaikan
perselisihan, maka hakam melangkah pada tingkat berikutnya.
b. Hakam bertindak atas amanah dari wakilnya. Apabila hakam tidak berhasil syiqaq
dan telah menempuh berbagai cara menghadapi pihak yang diwakilinya untuk
mereka kembali sadar dan dapat mengambil nasehat, akan tetapi tidak mendapat
sambutan bahkan berkeras dan tetap mempertahankan prinsipnya, sehingga
ditetapkan suatu penetapan untuk diproses pada forum atau lembaga yang lebih
tinggi, yaitu Pengadilan Agama.
c. Apabila hakim telah meneliti persoalan syiqaq ini secara seksama dan ditunjang
dengan data-data yang kongkrit serta kuat, maka hakim menetapkan bahwa apabila
perkawinan ini dilanjutkan, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar,
maka hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak, sebagai satu-satunya jalan
yang lebih baik untuk kepentingan kedua belah pihak dan keluarganya.
Dengan demikian, optimalisasi peranan hakam adalah memperdamaikan di
antara suami isteri (yang berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai
ganti perselisihan, sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan hakam akan
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semakin rendah pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang





Pembahasan ini merupakan bab penutup, oleh karena itu akan disajikan
beberapa kesimpulan yang ditarik dari beberapa uraian sebelumnya, yaitu bahwa :
1. Perceraian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng selama ini, adalah perceraian yang dapat digolongkan sebagai
peceraian wajib, sebab antara suami isteri sudah tidak ada jalan lain yang
ditemukan kecuali bercerai. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cara atau straregi
yang dapat ditempuh oleh hakam maupun hakim untuk mendamaikan suami isteri
yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa antara suami isteri itu tidak akan
dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tidak dapat lagi mewujudkan
kerukunan hidup rumah tangganya, dan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai
kehidupan yang mawaddah warahmah. Dan eksistensi hakam dalam rangka
pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng adalah sebagai arbitrase atau penengah yang dipercayakan
untuk menyelidiki problematika yang timbul pada suatu keluarga sehingga antara
suami isteri terjadi syiqaq atau perselisihan yang dapat berujung pada perceraian,
sehingga perceraian bagi suami isteri yang syiqaq tidak sampai terjadi perceraian.
Oleh karena itu, keberadaan hakam di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
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Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, dapat meminimalisir terjadinya perceraian
bagi suami isteri.
2. Optimalisasi peranan hakam adalah memperdamaikan di antara suami isteri (yang
berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai ganti perselisihan,
sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan hakam akan semakin rendah
pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng.
B. Saran
Sebagai pelengkap dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat
mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada segenap sarjana muslim, khususnya alumni Syari’ah dan Hukum yang
menggeluti pelajaran tentang hukum perkawinan, sangat diharapkan keterlibatan
dalam memberikan sumbang pemikirannya kepada masyarakat Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng agar mereka tetap
mempertahankan keluarganya dan tidak menempuh pelaksanaan perceraian
perkawinan sehingga rumah tangga mereka tetap rukun, utuh, damai dan
mawaddah warahmah.
2. Dan lebih khusus diharapkan kepada pemerintah, baik di daerah maupun di pusat
hendaknya senantiasa lebih memberikan perhatian penghargaan di dalam
melestarikan nilai-nilai budaya sepanjang tidak merugikan pembangunan bangsa
dan tidak bertentangan dengan Islam.
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3. Oleh karena tak ada gading yang tak retak, tegur sapa daripada pembaca sebagai
person penuntut ilmu akan penulis terima dengan hati yang ikhlas.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh.1 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata
nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan
untuk arti persetubuhan coitus, juga untuk arti akad nikah.
Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan Islam ialah perkawinan untuk
selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu,
jumhur ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara,
dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja,
seperti halnya nikah mut’ah, nikah mahalli, nikah muwaqqad, dan sebagainya.2
Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk
melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ed. II Cet. III,
Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.
2 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Perkawinan (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1974 ),
h. 157.
2masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan
mengnai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga
menghentikan perkawinan, suami dan isteri tida leluasa penuh untuk menentukan
sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terkait juga pada peraturan
hukum perihal itu.
Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :3
1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang
melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada
mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan
memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita
mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai
lapangan mua’malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih
terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tetang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas
dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan
mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun
dengan syarat-syarat tertentu pula. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 3 :
3 Ny. Soemaiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( Cet. VI,
Yogyakarta: Liberty, 2007 ), h. 11.
3                     
                        
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja., atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim.4
Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara
perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di
akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan
yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat,
sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.
Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup
keluarganya. Islam  mengatur kelaurga bukan secara garis besar, tetapi sampai
terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap
kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu
perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.
Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun As Sunnah.
4 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004), h.
99-100.
4Dalam kehidupan keluarga kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami
istri. Salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajibannya, tidak saling
memahami, mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut sulit diatasi yang
menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. apabila hal tersebut ingin
diperbaiki kembali dengan jalan damai, maka Allah Swt. telah memberi petunjuk
dengan masing-masing kedua belah pihak mengutus hakam sebagai pedoman sesuai
dengan firman Allah dalam QS. (4) : 35 :
                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.5
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lembaga hakam sebagai
surat damai dalam keluarga juga dikenal. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 2:
Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
5 Ibid., h. 109.
5Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah
tangga itu tidak runtuh. Maka hakam ditetapkan, yang dipercaya suami istri tersebut
haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang.
Betapa mulianya ajaran Islam, namun banyak kaum muslim melupakan
masalah hakam dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Demikian pula dengan
pengadilan agama terkadang menghadirkan para hakam hanya sekedar formalitas
saja, yaitu sekedar memenuhi hukum acara, hal ini dapat dilihat Pengadilan Agama
Kabupaten Soppeng terkadang kurang jeli dalam menunjuk hakam sehingga terlihat
formalitas saja, terlebih lagi para hakam khususnya di Kecamatan Marioriawa kurang
memahami keberadaannya sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah bahkan
para hakam tersebut menambah permasalahan yang ada, hal ini diakibatkan karena
para hakam itu mempunyai tendensi tertentu.
Masalah tersebut perlu dikaji dan diteliti jauh agar para hakam memiliki
peranan dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam kajian ini adalah “Bagaimana eksistensi dan fungsi hakam dalam
pencegahan perceraian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”.
6Dari uraian pokok permasalahan tersebut, maka berikut ini dapat
dikemukakan sub-sub masalah yang meliputi:
1. Bagaimana eksistensi hakam dalam pencegahan perceraian di Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaiamana mengoptimalkan peranan hakam dalam pencegahan tingkat
perceraian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul ini
penulis memberikan arti kata yang dianggap penting, yaitu sebagai berikut:
- Eksistensi berarti keberadaan; wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang
membedakan antara benda dengan lainnya.6
- Peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.7
- Pencegahan berarti mencegah, penegahan, penolakan, sedapat mungkin dilakukan
terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.8
6 Pius A. Partanto, M. Dahlah al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: PT.
Arkola, 1994), h. 133.
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III;
Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 245.
8Ibid., h. 667.
7- Hakam berarti pencegah, pemisah, pengantara. Hakam yang penulis maksudkan di
sini adalah orang yang dapat mendamaikan karena mengetahui persoalan kedua
pasangan tersebut.9
- Perceraian berarti perpisahan. Jadi, perceraian yang dimaksud adalah perihal
bercerai antara suami istri.
Berangkat dari arti kata penting di atas, maka pengertian judul secara
operasional adalah keberadaan atau posisi seorang hakam dalam memerankan
perannya sebagai penengah yang dapat mencairkan ketegangan yang terjadi antara
suami istri, sehingga ketegangan yang terjadi pada suami isteri bersangkutan dapat
berakhir dengan kedamaian, menyebabkan terhindar dari perceraian.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng judul skripsi ini, untuk mengembangkan bagaimana mengefektifkan para
hakam dalam memberikan nasehat, atau solusi terhadap sebuah keluarga yang ingin
bercerai. KUA di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sudah menetapkan
Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) untuk turun
langsung ke masyarakat bila ada yang ingin bercerai.
9 Windy Novia, Kamus Ilmiah Populer ( Surabaya: Wacana Intelektual, 2008 ), h.
290.
8D. Metodelogi Penelitian
Ada beberapa metode yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi
ini di antaranya sebagai berikut:
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual
dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dimaksud adalah sautu study penelitian untuk
mengetahui secara teoritis tentang permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.
a. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan lewat sumber-sumber hukum positif
yang berlaku serta dalil-dalil syari’at Islam yang dianggap relevan dengan masalah
hakam.
b. Pendekatan sosiologis yaitu dengan memahami keadaan atau kondisi yang ada
dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang dikategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data
yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
9Dalam rangka pengumpulan data penulis menerapkan sebagai berikut:
1. Library research, yaitu mengumpulkan data lewat daftar Pepustakaan yang
berkaitan dengan masalah hakam. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai
berikut :
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung
sesuai dengan aslinya,tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke
dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah redaksinya, mengutip
pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap
sama.
2. Field research, sebagai cara untuk mendapatkan data di lapangan penelitian yang
sesuai dengan data yang bersifat teknis sebagai berikut:
a. Interviuw, dengan cara menemukan atau menjaring informasi atau pendapat secara
langsung dengan jalan wawancara kepada semua pihak yang dianggap dapat
memberikan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan.
b. Observasi, ialah mengumpulkan data tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan
mengamati secara langsung terhadap masalah yang akan diteliti yaitu eksistensi
dan fungsi hakam dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Soppeng.
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c. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah :
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatutopik tertentu.10
2. Dokumnetasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok secara langsung.11
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai tekhnik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada.12
d. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti
sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Adapun alat-alat yang
harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :
10Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44 - 45.
11 Hadi Sutrisno, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
12 Ronny Hanitidjo , op, cit., h. 225 - 242.
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan
sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau  pembicaraan
dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan
dengan informan.
e. Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode peneliti
pengolahan data dalam penelitian ini adalah :
a. Editing data adalah pemeriksaaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang
diperoleh dari hasil wawancara.
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalan melakukan penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
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2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dkelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan  apa
yang dapat diceritakan kembali.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan
masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :
a. Mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam pencegahan tingkat
perceraian
b. Penulis ingin mengetahui bagaimana mengoptimalkan fungsi hakam dalam
pencegahan perceraian terutama di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai referensi intelektual dan acuan
bagi masyarakat maupun para hakim di Pengadilan Agama.
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b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan
dimanfaatkan dalam penulisan, dalam penyusunan undang-undang dan buku
pengetahuan yang berkaitan dengan perceraian.
c. Memberikan bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak yang
membutuhkan.
d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum acara Peradilan
Agama
e. Memenuhi salah satu persyaratan untuk menyandang gelar Sarjana Hukum Islam





1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Hakam
Tentang Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian
dalam perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri yang tercantum
dalam Surah An-Nissa ayat 35. Menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator
sebagai kata yang sepadan dengan Hakam.1 Begitu juga Morteza Mutanhari
mengemukakan kata sepadan Hakam dengan arbiter. Menurut beliau Hakam dipilih
dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak
dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh
dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan
suami istr. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati
mereka masing-masing.2
Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang
dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006
1 Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (Ed. I, Jakarta: P3m, 1987), h.
265.
2 Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya dalam Hukum Islam, (Cet. I, Banung:
Pustaka Bandung, 1985), h. 243.
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Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yaitu :
Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau
pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian
perselisihan terhadap syiqaq.
Fungsi Hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi
tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti
setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi
dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk
mengambil putusan, yang membarengi fungsi Hakam adalah kewajiban yang wajib
melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya,
dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi Hakam. Bertitik tolak
dari kenyataan hukum yang demikian, dimana fungsi Hakam hanya sekadar usaha
penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan
putusan.
Dalam hal perkara perceraian bahwa Hakim peradilan agama sebagai yang
mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan "Islam sebagai rahmatan lil
alamin" dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh tuntunan bahwa
perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama hakim agama dan hakim pada
umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha
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mengutuhkan kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan
antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk
mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Untuk memperteguh kewajiban hakim
mencegah perceraian danmengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak,
tuntunan Agama yang sayasebutkan dimuka dengan sengaja "diadopsi" dalam
peraturan perundangundangan,sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975.
Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya
perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sangat sengaja dibuat berbeda
dengan upaya perdamaian dilingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam
HIR (Herziene Inlands Reglemen) dan RBg (Reglemen voor Buiten gewesten).
Dalam praktek, perdamaian ala HIR (Pasal 130) atau RBg (Pasal 154), hanya
dilakukan sebelum memasuki pokok perkara.
Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berpekara, sangat
sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan
setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu layak
sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.
Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini
diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal
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39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :
(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan.
Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang berbunyi :
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
Khusus dalam perkara perceraian, upaya mendamaikan adalah bersifat
imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada
hakim dalam perkara perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan tidak
berlaku secara umum, dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan
menjadikan kewajiban hukum bagi hakim dan merupakan upaya nyata secara
Optimal.
Kebijakan Peradilan Agama, mendorong upaya damai, bukan saja demi
kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa.
Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem
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Peradilan, baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen Peradilan maupun
dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan
sengketa bukan sekedar pemutus sengketa. Dari segi administrasi atau managemen
Peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di
pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena
tidak ada ketergesa-gesaan), efisien, efektif, dan mudah dikontrol. Dari sudut
penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan
rasa puas diantara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Syarat-Syarat Pengangkatan Hakam
Hakam yang pokok artinya sama dengan hakim, maka orang yang diangkat
menjadi Hakam harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Sayyid Sabiq
disyaratkan terdiri dari orang laki-laki yang berakal, baligh, adil, dan Islam. Tidak
disyaratkan dari keluarga suami isteri, boleh berasal dari pihak luar, sedang
pengaturan dalam ayat 35 surat an-Nisa bersifat sunnah.3
Abdul Azis Al Khuli mensyaratkan Hakam adalah : seseorang yang dapat :
a. Berlaku adil diantara para pihak yang berperkara.
b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami isteri.
c. Kedua Hakam itu disegani oleh kedua belah pihak.
3 Sayyid Sabiq, op. cit., h.115
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d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya./dirugikan. Apabila pihak yang lain
tidak mau berdamai.4
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditetapkan bahwa
pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam, apabila gugatan perceraian itu
didasarkan atas alasan syiaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara
suami isteri.5
Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 76 yang berbunyi :
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas syiqaq, maka untuk mendapatkan
putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.6
Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 2 tersebut di atas dapat dikemukakan
bahwa Pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam itu apabila gugatan
perceraian berdasarkan alasan syiqaq, yaitu sesudah proses pemeriksaan perkara
melewati tahap pemeriksaan saksi.
4 Soemiaty, op.cit., h. 112-113.
5 Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 114.
6 Ibid., h. 114.
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Penggarisan pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa hakim baru
dapat mengambil putusan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dengan suami isteri. Ketentuan ini pada prinsipnya
sama dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yang berbunyi :
Gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar
pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.7
Penggarisan dalam pasal di atas adalah untuk mengatur salah satu aspek
mengenai tata cara perkara gugatan perceraian atas dasar alasan perselisihan yang
tajam dan terus menerus antara suami isteri.
Berdasar pada ketentuan ini dengan sendirinya menjadi satu bagian dari tata
cara mengadili yang harus dilaksanakan oleh hakim. Sebab kelalaian menerapkannya,
mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan
oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan
oleh hakim atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum atau sekurang-
kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan guna menyempurnakan dari pada
kelalaian yang terjadi itu.
M. Yahya Harahap memahami bahwa tata cara pemeriksaan yang dikehendaki
daripada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2
7 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 50.
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dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila terjadi perkara
percerian didasarkan atas alasan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri
(syiqaq), maka pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi
dari keluarga yang dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Hakim
berhak meminta kepada para pihak, siapa dari keluarga dekat mereka. Apabila
keluarga dekat jauh atau tidak ada atau sulit untuk menghadirkan maka hakim dapat
meminta kepada siapa-siapa orang yang dekat dengan suami isteri. Setelah hakim
memiliki daftar siapa keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, maka
hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan pada mereka dalam
sidang.8
Persoalannya, bagaimana kalau pihak keluarga atau orang yang dekat dengan
suami isteri tidak mau hadir dengan sukarela, karena menurut pangamatan banyak
pihak keluarga apalagi orang lain yang tidak mau melibatkan dirinya secara sukarela.
Apa daya hakim memenuhi ketentuan pasal 76 terhadap keluarga atau orang dekat
yang tidak mau memenuhi permintaan pihak yang berperkara secara sukarela?.
Dalam hal ini, hakim secara “exofficio” dapat memerintahkan saksi yang
bersangkutan, berdasarkan ketentuan pasal 139 HIR dan pasal 165 RBg. Yakni hakim
memerintahkan jurusita untuk memanggil mereka secara resmi. Bahkan apabila
8 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Ed. II, Cet.. III,
Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), h. 226
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mereka tidak mau memenuhi panggilan, maka dapat dihadirkan saksi-saksi tersebut
secara paksa.9
Apalagi bila diteliti dari ketentuan pasal 76 tersebut adalah bersifat
“imperatif”.10 Dalam pasal ini terdapat perkataan “harus”, yakni harus didengar saksi-
saksi yang berasal dari pihak kelaurga atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri. Jadi kelalaian atas pemeriksaannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata
cara mengadili menurut Undang-Undang. Pendirian yang demikian tergambar dalam
berbagai putusan Mahkamah Agung, meskipun putusan kelalaian itu tidak dianggap
pembatalan pemeriksaan dan putusan, akan tetapi cukup hanya dengan
memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa ulang pihak keluarga atau
orang yang dekat dengan suami isteri.
Salah satu contoh yang dapat dikemukakan yaitu putusan Mahkamah Agung
tanggal 31 Juni 1981 no. 50 K/Ag/1980 yang dikutip oleh Yahya Harahap dalam
bukunya sebagai berikut :
Isteri menggugat suami berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus. Faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran karena suami
menuduh isteri berzina. Di samping itu isteri juga mengajukan alasan lain bahwa
9 M. Yahya Harahap, ibid., Keterangan pasal 139 HIR dan pasal 165 RBg dapat dilihat dalam
buku o. Bidara dan P. Bidara, Hukum Acara Perdata, cet II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 38.
K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBg/HIR (Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 29
10 Yang dimaksud “imperatif”, ialah bersifat memerintah atau memberi komando; mempunyai
hak memberi komando atau bersifat menguatkan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 327
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suami sering memukul isteri. Dalam hal ini, Pengadilan Agama mengabulkan gugat
atas pertimbangan bahwa suami telah melanggar taklik talak dan menyatakan syarat
taklik telah terwujud.
Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama (PTA)
membatalkan putusan dengan suatu pertimbangan yang benar-benar amat singkat dan
tidak matang. Pertimbangan hukumnya semata-mata alasan. Berdasarkan
pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan suami isteri rukun
kembali.
Selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan
putusan sela yang berisi amar, memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan
pemeriksaan tambahan memeriksa pihak kelaurga atau orang yang dekat dengan
suami isteri sebagai saksi. Pertimbangan Mahkamah Agung kira-kira berbunyi
Berdasarkan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, harus didengar pihak keluarga.
Karena ternyata belum didengar, sebelum putusan akhir dijatuhkan mereka harus
didengar lebih dahulu keterangan mereka. 11
Apabila diperintahkan contoh tersebut di atas, akan terlihat kontradiksi dalam
pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud. Pada satu segi dipertimbangkan bahwa
menurut pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan terhadap keluarga atau
orang yang dekat dengan suami isteri adalah “harus”. Ternyata keharusan itu
11 Ibid., h. 267.
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dilalaikan, sehingga tata cara mengadili yang dilakukan Pengadilan Agama telah
melanggar syarat keabsahan pemeriksaan. Kalau begitu semestinya Mahkamah
Agung membatalkan pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama. Namun ternyata
Mahkamah Agung hanya memerintahkan pemeriksaan tambahan saja. Mungkin
Mahkamah Agung berpendapat sifat imperatif yang terkandung dalam ketentuan
pasal 22 ayat 2 PP, bukan pelanggaran yang berkualitas membatalkan putusan, cukup
diperbaiki melalui pemeriksaan tambahan.
Contoh tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa gugatan perceraian
atas syiqaq, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga
atau orang dekat sebelumnya mengambil keputusan, karena kedudukan kelaurga atau
orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, bukan hanya sebagai
keterangan. Maksudnya jika keterangan yang mereka berikan itu memenuhi syarat
materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan
atau pengalaman sendiri, lalu keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian
dengan saksi atau alat bukti lainnya, maka keterangan yang mereka berikan sah dan
bernilai sebagai alat bukti. Dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
Karena itu hakim dapat memutuskan berdasarkan keterangan saksi tersebut.
Selanjutnya rumusan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang berbunyi:
Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan..... dapat
mengangkat..... menjadi Hakam.
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Melihat daripada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa
Pengadilan atau hakim baru dapat mengangkat Hakam setelah pemeriksaan
pembuktian selesai, yakni pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lainnya yang sudah
diperiksa. Dari hasil pemeriksaan daripada pembuktian itu, pengadilan telah
memperoleh gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi pada suami isteri itu,
baru Pengadilan dapat mengangkat Hakam.
Tata cara yang seperti ini, mungkin ada rasionya, yakni pengadilan atau hakim
harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan dan
persengketaan dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah pula dapat
diraba, barulah hakim memberi bekal kepada Hakam tentang segala sesuatu yang
ditemukan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan menjejaki usaha
penyelesaian perselisihan. Agar Hakam dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan harus disampaikan kepadanya. Kemudian, di samping
penjelasan mengenai hal-hal yang ditemukan di sidang, kepada hakim diberi
pengarahan sepenuhnya, saat melaporkan hasil usahanya serta batas jangka waktu
penugasan.12 Itulah sebabnya, Hakam yang diangkat syaratnya harus orang yang arif,
disegani dan mau bekerja serta dipercaya. Hakam harus benar-benar dikenal dan
sangat dekat dengan suami isteri dan diberi batas waktu agar penyelesaian perkara
tidak terkatung-katung.
12 Ibid., h. 276.
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Bertitik tolak dari dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan pengangkatan Hakam adalah sebagai wasiat atau juru damai dan
tujuannya hanya berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak berhak untuk
memutuskan. Jadi pengadilan atau hakimlah yang berhak memutuskan perkara
perceraian atas dasar alasan syiqaq itu.
Apabila diperhatikan dalam hukum Islam mengenai kedudukan dan fungsi
Hakam, ternyata para ahli fiqh masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan
pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
Menurut Abu Hanifah berpendapat, dan sebagian dari pengikut Imam
Hambali, Asy-Syafi’iy, ulama-ulama Dhahiri, Syi’ah Zaidiyah mengatakan bahwa
kedudukan Hakam adalah sebagai wakil. Oleh karena itu, sebagai wakil maka Hakam
tidak boleh menceraikan atau menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang
yang diwakili yaitu suami isteri.13 Keterangan ini bersumber dari riwayat Al-Hasan
dan Zaid bin Sulaiman.14
Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerahkan kepada
kedua Hakam, melainkan hanya untuk mendamaikan, sebagaimana dikatakan. Jika
mereka berdua itu menghendaki “ishlah”. Ini menunjukkan bahwa di luar tugas ini
13 Ny. Soemiati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahum 1974,
(Cet. VI, Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 112. Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun-Nikah,
dialihbahsakan oleh Agus Salim dengan judul/ “Hukum Perkawinan Islam”, (Cet. III, Jakarta: Pustaka
Amani, 1989), h. 224-225.
14 Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Rawa’l Al-Bayan Tafsir Al-Qur’an, dialihbahasakan oleh
Mu’ammal Hamdy dan Imron A.Manan, (Cet. I Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 412.
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adalah tidak ada. Keduanya adalah berstatus sebagai wakil, sehingga mereka tidak
mungkin berhak melaksanakan keputusannya, melainkan harus kerelaan yang
memberi wakil.15
Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan
Qaul Jadid Imam Syafi’iy, mengatakan Hakam itu berarti hakim, sebagai hakim maka
boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami isteri itu atau berusaha
mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami isteri.16
Adapun alasan pendapat di atas yaitu sesungguhnya Allah SWT. memberi
predikat kedua Hakam sebagai Hakam (orang yang menjadi hakim), yaitu
sebagaimana dikatakan “dan utuslah seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang
Hakam lagi dari keluarga isteri”. Hakam adalah juga hakim. Sedang salah satu
wewenang hakim ialah menghukumi, tanpa menunggu kerelaan dihukumi.17
Pendapat tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib ibnu
Abbas, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Sya’bi Nakha’i. Sa’id bin Jubair, dan Ibnu
Mundzir sebagaimana dinukilkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa Hakam
sebagai wasit wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggenan kehidupan
15 Ibid., h. 215.
16 Ny. Soemiati, op.cit.
17 Ash-Shabuniy, loc.cit.
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rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan persetujuan
atau pemberi kuasa dari suami isteri yang bersangkutan.18
Al-Jashshasa mengatakan bahwa rekan-rekan kami berpendapat bahwa kedua
Hakam tidak ada hak untuk menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami, sebab
sudah tidak ada perselisihan lagi bahwa suami kalau sudah mengaku bersalah
terhadap isterinya, tidak boleh diceraikan antara keduanya itu, dan hakim pun tidak
boleh memaksa suami supaya mencerai isterinya, sebelum ada keputusan dari dua
Hakam.19
Ath-Thabary mengatakan bahwa dua Hakam atau satu Hakam tidak boleh
menjatuhkan hukum untuk menceraikan suami isteri itu, juga mengambil harta,
kecuali dengan kerelaan pihak yang bersangkutan.20
Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun, maka diketahui bahwa para ahli
ulama berbeda pendapat dalam memahami kedudukan dan tujuan Hakam dalam
gugatan perceraian atas dasar alasan syiqaq. Sebagian berpendapat bahwa Hakam itu
hanya sebagai wakil, maka dari itu tujuan Hakam hanyalah bertugas untuk
mendamaikan suami isteri itu dan tidak berwenang untuk memutuskan perceraian.
18 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib denga judul “Fikih
Sunnah”, Juz VIII, (Cet V, Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 90.
19 Ash-Shabuniy, loc.cit.
20 Ibid., h. 125.
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Sebagian lainnya mengatakan bahwa kedudukan Hakam adalah bertugas untuk
mendamaikan dan sekaligus berhak untuk meutuskan perceraian atas alasan syiqaq.
Kedua pandangan di atas, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang
mengatakan bahwa kedudukan Hakam hanyalah sebagai wakil. Oleh karena itu,
tujuannya hanya berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa berhak untuk
memutuskan perceraian suami isteri itu, sebab dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat
35 berbunyi :
                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.21
Bila diperhatikan ayat di atas, dapat pula disimpulkan bahwa jika terjadi
perselisihan antara suami isteri perselisihan antara suami isteri sehingga timbul
permusuhan yang dikhawatirkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah
diadakan Hakam untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah Hakam itu berusaha
21 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Jakarta : CV. Naladana, 2004 ), h.
109.
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mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya
perselisihan. Dan tidak dijelaskan bahwa bila Hakam tidak dapat menemukan titik
terang untuk berdamai, ceraikanlah. Ini menunjukkan bahwa Hakam dalam ayat ini
hanyalah sebagai wakil yang bertujuan untuk berusaha mendamaikan kedua suami
isteri yang sedang berselisih yang akan mengakibatkan terjadinya perceraian.
3. Jumlah Hakam
Dalam ilmu fiqh dikenal istilah “Hakamain” (dua Hakam), dalam kata bentuk
tasniyah, guna merujuk jumlah Hakam dalam perkara syiqaq. Hal ini dapat dipahami
jika kita menelaah anak kalimat “Hakaman min ahliha wa Hakaman min ahlihi”
dalam surat an-Nisa ayat 35. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 35 jumlah Hakam
setidak-tidaknya dua orang. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 masalah jumlah Hakam
diatur dalam pasal 72 ayat 2 :
Dapat mengangkat seorang Hakam atau lebih dari keluarga masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.
Dengan demikian, jumlah Hakam minimal 2 (dua) orang, seorang dari
masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan
pendapat ahli fiqh. Secara historis, jumlah Hakam memang bisa satu, bisa juga
lebih,22 yakni Hakam secara umum tidak khusus dalam masalah perkawinan. Nabi
22 Muhammad Salam Mazkur, Al-Qadla fi Al-Islam (Cairo, 1994), h.21-22.
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Muhammad pernah menjadi Hakam dalam kasus “Hajar Aswad”23 seorang diri dan
ada hadits takririyah dalam kasus Abu Syuraih yang menunjukkan tentang Hakam
Abu Syuraih yang biasa memutus sengketa.
Hakim Agung M. Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fundi Hakam
sekadar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami isteri tanpa disertai
dengan desisi, maka jumlah Hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa
orang. Lebih lanjut beliau berpendapat :
Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin
lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang
ikut campur tangan,semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya
menjajaki usaha penyelesaian mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang
saja. Kecuali jika Hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan,
kita anggap anggotanya mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna
menghindari kekeliruan maupun berat sebelah.24
B. Tinjauan Umum Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian yang dimaksud di sini identik dengan kata-kata thalak atau furqah
dalam hukum Islam, sebagaimana pendapat di bawah ini :
23 Kasus Hajar Aswad dimuat dalam kisah-kisah Nabi Muhammad, diantaranya dalam
Muhammad Husain Hackal, Sejarah Hidup Muhammad ( Cet. XVIII, Bogor: Litera Antar Nusa,
1995), h. 69.
24 M. Yahya Harahap, op.cit., h. 272-273.
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a. Menurut Bahasa
Perkataan perceraian berasal dar kata cerai, yang memperoleh awalan per dan
akhiran an. Cerai menurut bahasa berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.
25 Sedangkan cerai dalam istilah fiqih disebut “thalak” atau “furqah”.
Adapun arti dari thalak itu adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian.
Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan
ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqig yang berarti cerai antara suami isteri.26
b. Menurut Istilah
Menurut Sayyid Sabiq :
.ﺔﯿﺟوﺰﻟا قﻼﻄﻟا ءﺎﺒﻨﻟاو ناوﺰﻟا ﺔﻄﺑار ﻞﺣ
Terjemahnya:
Membuka atau melepaskan ikatan perkawinan serta menghentikan
hubungan suami isteri.27
Menurut Soemiyati, perkataan thalak dalam istilah fiqih mempunyai
dua arti, yaitu :
 Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian,
baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun
25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai
Pustaka, 1990 ), h. 163.
26 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ( Jakarta: Bulan Bintang,
t.th. ), h. 156
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz II ( Beirut: Darul Fiqr, 1977 ), h. 206
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perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena
meninggalnya salah seorang dari suami isteri.
 Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh
suami.28
Dengan melihat pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas,
nampaknya berbeda satu sama lain, akan tetapi perbedaan tersebut hanya dari
segi redaksinya saja. Adapun maksud dan tujuannya adalah sama, yakni
menunjukkan bahwa perceraian itu adalah memutuskan akad nikah serta
melepaskan hubungan antara suami isteri sehingga keduanya tidak lagi
mempunyai hak dan kewajiban.
2. Dasar Hukum Perceraian
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Merupakan ajaran
lengkap dan sempurna, baik menurut pemeluknya maupun kenyataan doktrinnya.
Dari kebenaran dan kelengkapannya itulah yang tercakup di dalamnya segala aturan
dan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia lahir dan
batin ataupun dunia akhirat. Oleh sebab itu, Islam menjadi hukum di atas segala gerak
gerik seorang muslim, dalam perbuatannya, perkataan-perkataan, pergaulan sehari-
hari, ( jual-beli, perkawinan dan sebagainya), tindakan-tindakannya, berhubungan
sosial, ekonomi, politik, serta menjadi tujuan hidupnya, sehingga Islam merupakan
28 Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan ( Cet. VI, Yogyakarta:
Liberty, 2007 ), h. 103-104.
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peraturan masyarakat dalam bentuk yang Islamistis. Hal ini berdasarkan firman Allah
dalam Q.S An-Nisa ayat 105 yang berbunyi :
 ُ ﱠﷲ َكاَرَأ ﺎ َﻤِﺑ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦ ْﯿ َﺑ َﻢ ُﻜْﺤَﺘ ِﻟ ﱢﻖَﺤ ْﻟﺎِﺑ َبﺎَﺘ ِﻜ ْﻟا َﻚ ْﯿ َﻟ ِإ ﺎَﻨ ْﻟ َﺰ ْﻧ َأ ﺎﱠ ﻧ ِإ…
Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan
apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.29
Mengenai perceraian yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini
diatur pula dalam hukum Islam, namun bukan berarti bahwa Agama Islam
memberikan kebebasan terhadap penganutnya untuk melakukan perceraian,
melainkan untuk mengaturnya supaya perceraian itu membawa hi, kmah bagi umat
manusia di muka bumi ini.
Dalam hukum Islam, masalah perceraian jika dilihat secara tekstual
diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian
itu adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.30
29 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004), h.
124.
30 Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan ( Cet. VI, Yogyakarta:
Liberty, 2007 ), h. 105.
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Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan cerai
antara suami isteri adalah perbuatan yang halal, akan tetapi amat sangat dibenci oleh
Allah SWT. di atas pula dijelaskan oleh Soemiyati bahwa sekalipun perceraian itu
halal akan tetapi Islam tetap memandang sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas
hukum Islam. Dengan demikian sangat logis apabila proses perceraian ini diatur
dalam hukum tertentu. Undang-undang perkawinan, kitapun menganut prinsip-prinsip
mempersulit, namun tidak mesti terjadinya perceraian. Hal ini telah sesuai dengan
hadis di atas.
Agama Islam telah menganjurkan untuk hidup berumah tangga yang bahagia
serta sejahtera, di dalamnya terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu
terwujud Mawaddah dan Rahmah. Perkawinan merupakan ikatan sakral lagi kuat
dengan akad nikah, ijab qabul, yang terjadi sekali seumur hidup. Begitu kuatnya
ikatan ini Allah SWT. berfirman dalam Al Qur’an pada surah An-Nisa ayat 21
sebagai berikut :
 …ﺎًﻈﯿِﻠ َﻏ ﺎًﻗﺎَﺜﯿ ِﻣ ْﻢ ُﻜ ْﻨ ِﻣ َن ْﺬَﺧَأ َو
Terjemahnya :
... dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan
pernikahan) dari kamu.31
31 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : CV. Naladana, 2004),
h. 105.
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Dengan melihat makna ayat tersebut di atas, maka hendaklah suami maupun
isteri untuk memelihara ikatan yang kokoh tersebut. Jadi tidak halal bercerai kecuali
darurat. Darurat yang dimaksud di sini yang membolehkan cerai yaitu bila suami
meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau sudah tidak punya rasa cinta
dengannya. Sebab soal hati hanya terletak genggaman Allah. Tetapi jika tidak ada
alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah,
maka dari itu sangat dibenci dan dilarang.
Adapun hukum cerai menurut ahli fiqh, tampaknya mereka berbeda pendapat.
Menurut Sayyid Sabiq,  pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan terlarang,
kecuali dengan alasan yang benar.32
Sedangkan menurut M. Djamil Latif, hukum talak itu berbeda antara wajib,
sunnah, mubah, makruh dan haram, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Wajib, yaitu talaq dalam hal syiqaq, karena juru damai memandang bahwa talak
itulah jalan satu-satunya untuk menghentikan syiqaq mereka, talak mali (suami
meng-illa’ istrinya) sesudah tempo 40 hari lewat, dan tidak kembali kepada
isterinya, maka diwajibkan membayar  kafarat, talak karena sebab ada cacat suami
yang tidak disenangi oleh isteri begitupun juga sebaliknya, ada cacat isteri yang
tidak disenangi oleh suami.
32 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 11.
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2. Sunnat yaitu dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabiatnya, dan tidak pula
menjaga kehormatannya sebagai isteri dari sang suami.
3. Mubah yaitu talak ketika ada derajat karena kedua suami isteri telah sepakat untuk
bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan
kehidupan perkawinan mereka lagi.
4. Makruh, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab yang berwujud kepada
cerai. Ini menurut pendapat Imam Syafi’iy dan Hambali, akan tetapi, menurut
sebagian Ulama Hanafi, hukumnya haram, karena yang demikian itu memberi
kemelaratan atau membawa isteri kepada kemelaratan.
5. Haram, yaitu apabila menjatuhkan talak ketika dalam keadaan haid atau dalam
keadaan suci yang telah dicampuri, atau menjatuhkan talak kepada isteri tanpa ada
sebab akibat.33
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya talak
itu dibolehkan oleh Allah SWT. namun dipandang tercela karena mempunyai akibat
yang bruruk terhadap diri suami isteri, anak-anaknya serta keluarganya dari masing-
masing.
Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami
isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam  perkawinan mengenai defenisi
perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas melainkan
33 HM. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia ( Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982 ), h. 49-50.
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hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya
perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Subekti,
S.H, mendefinisikan perceraian bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan
karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.34 Dengan
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, di mana
peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap
perceraian diberikan pembatatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat
untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan
ketentuan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak
(2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-
peraturan sendiri.35
Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhaasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dari ketentuan di
34 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Cet. XXXI, Jakarta: Inter Massa, 2003 ), h. 42.
35 Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ( Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 87.
40
atas jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat
terjadinya perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang
Pengadilan Agama, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan
perceraian.
3. Faktor Penyebab Perceraian
Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 BAB
VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian,
perceraian, dan keputusan pegngadilan.
Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan degan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat
dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi
untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini
diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu
ada 6 (enam) alasan untuk perceraian, sebagai berikut :
1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya
yang sukar disembuhkan.
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2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri..
6. Antara Suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.36
36 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat ( Cet. III, Jakarta: Kencana,
2008 ), h. 248-249.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kelurahan Limpomajang
Kelurahan Limpomajang adalah ibukota dari Kelurahan itu sendiri, yang luas
wilayahnya meliputi 3 Lingkungan, yakni Lingkungan Lajarella, Lingkungan Bola
Mallimpong dan Lingkungan Salo Mate. Penduduk pribumi dihuni 99.99% suku
bugis, sedangkan penduduk nonpribumi 0.01%. Jadi, penduduk Kelurahan
Limpomajang selain dihuni oleh penduduk asli yang sukunya adalah suku Bugis, juga
dihuni oleh penduduk nonpribumi yang masuk melalui pintu perkawinan dan tugas
pengabdian  kepada negara, melaui PNS, seperti petugas kesehatan, guru dan
pegawai. Salah satu jenis suku yang hidup berdampingan secara damai dan tenteram
dengan penduduk asli masyarakat Kelurahan Limpomajang adalah suku Makassar.
Kelurahan Limpomajang adalah pecahan dari Desa Manorang Salo, pada
waktu itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan Desa
yaitu UU tahun 1974, yang mengharuskan Desa Manorang Salo menjadi Kelurahan.
Maka dari itu, Lahirlah Kelurahan Limpomajang pada tahun 1974. Namun
pelaksanaan Undang-Undang tersebut berjalan pada tahun 1980 yang dijabat oleh
Mustamin sampai 1982. Pada waktu pemerintahan Mustamin, Luas Kelurahan
Limpomajang adalah 16 Km². Karena Kelurahan Batu-Batu juga ikut masuk dalam
wilayah Kelurahan Limpomajang. Mustamin menjabat sebagai Lurah Limpomajang
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selama 7 (Tujuh) tahun lamanya yaitu mulai tahun 1982 sampai tahun 1989,
kemudian diganti oleh Abd. Halim.
Pada awal bergulirnya era reformasi ketika masih d bawah pemerintahan
Presiden BJ. Habibie, dan Kbupaten Soppeng masih dipimpin oleh seorang Bupati
yang bernama Drs. A. Pairuddin Zaisal terjadi pemekaran Desa pada tahun 1990.
Pada tahun inilah Kelurahan Limpomajang pecah dan wilayahnya sebagian diambil
oleh Kelurahan Batu-Batu. Abd.Halim menajabat sebagai Lurah selama 5 (Lima)
tahun kemudian diganti oleh Sanusi Makkarella. Kemudian diganti lagi oleh Abd.
Rahman, BA sampai saat sekarang.
Oleh karena itu Kelurahan Limpomajang Sejak pimpinan Sanusi Makkarella
sampai Abd. Rahman, BA, Limpomajang membawahi 4 lingkungan, yaitu :
- Lingkungan Limpomajang
- Lingkungan Lajarella
- Lingkungan Bola Mallimpongnge
- Lingkungan Salo Mate’e
B. Demografis dan Geografis Kelurahan Limpomajang
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pemerintahan Kelurahan
Limpomajang, maka sampai sekarang ini wilayah administrasi Kelurahan
Limpomajang meliputi areal tanah 545,4 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel I
Luas tanah menurut kegunaan di Kelurahan Limpomajang Tahun 2010





Sumber : Statisti Kantor Lurah Limpomajang Tahun 2010
Jumlah rumah tempat tinggal di seluruh wilayah Kelurahan Limpomajang
pada Tahun 2010 ini meliputi 473 rumah permanen, 221 rumah sehat dan 334 rumah
tidak sehat.
Kelurahan Limpomajang merupakan Unit pemerintahan terkecil ke 3 dari 9
Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan
jumlah penduduknya sebanyak 2549 jiwa yang tersebar dalam 4 (empat) Lingkungan.
Pola pemukiman penduduk menyebar di dalam wilayah Kelurahan Limpomajang.
Dalam kondisi seperti ini, rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi berderet,
berhadap-hadapan sepanjang jalan ataupun lorong-lorong yang ada.
Kelurahan Limpomajang berada pada posisi antara 119°53'54.99" BT dan 4°
8'34.89" LS dengan batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Tempe Kab. Wajo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Attang Salo Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
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- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Manorang Salo Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kaca Kec. Marioriawa Kab.
Soppeng.
Keadaan alam Kelurahan Limpomajang secara garis besarnya dapat dibagi 2
(dua) yaitu kawasan datarab sungai dan kawasan pegunungan.
Iklim Limpomajang dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Dari akhir Mei sampai bulan Oktober berhembus angin Tenggara yang kadang
kala diiringi musim kemarau.
b. Dari bulan Oktober sampai dengan pertengahan bulan Februari berhembus angin
barat yang biasanya diiringi hujan lebat.
c. Dari pertengahan bulan Februari sampai dengan bulan Maret biasanya berhembus
angin utara yang diiringi hujan yang kadang-kadang lebat.
d. Dari akhir bulan Maret, bulan April dan bulan Mei angin tidak menentu begitupun
juga curah hujan.
Tumbuh-tumbuhan di daerah ini adalah tumbuhan tropik, di daerah ini tumbuh
subur berbagai jenis pohon, buah-buahan, dab tumbuhan jangka pendek yang
dijadikan makanan pokok oleh penduduk. Seperti; padi sawah, padi ladang, jagung,
ubi kayu, dan kacang-kacangan. Adapun buah-buahan yang dihasilkan di daerah ini
antara lain; mangga, nangka, dan pisang. Sedangkan tanaman komoditi perkebunan
seperti; kelapa, kapok, dan kakao.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Lurah Limpomajang, bahwa
kondisi lingkungan fisik Kelurahan dilengkapi beberapa fasilitas yang ada antara lain:
1. Fasilitas pendidikan, TK-TPA, SD, dan MTs.
2. Fasilitas rumah ibadah berupa Masjid dan Mushallah
3. Fasilitas penerangan berupa PLN
Adapun data tentang mata pencaharian penduduk Kelurahan Limpomajang
dari sejumlah penduduk berdasarkan data dari Kantor Lurah Limpomajang terdapat
penduduk 524 orang yang mempunyai 744 orang yang mempunyai pekerjaan tetap.
Selebihnya tidak mempunyai pekerjaan tetap karena sebagian masih sekolah, URT,
dan pengangguran. Data lengkap mengenai banyaknya penduduk menurut mata
pencaharian dikemukakan dalam tabel berikut di bawah ini :
Tabel II
Komposisi penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan Limpomajang
No. Mata Pencaharian Jumlah





6 Pertukangan (Kayu/Batu) 6
Jumlah 744
Sumber : Statisti Kantor Lurah Limpomajang Tahun 2010
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C. Keadaan Pendidikan dan Agama
Sebagai suatu Komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi
kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tdak dapat hidup
tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk
disosialisasikan sistem kehidupan sosial. Sarlito mengungkapkan bahwa manusia
adalah “makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam
kehidupan sehari-hari”.1 Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus
selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan manusia baik
secara individu maupun secara berkelompok sehingga tercipta interaksi sosial.
Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Lurah Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng di Soppeng di papan statistik terpanjang bahwa
tingkat pendidikan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah
Umum atau Madrasah Aliyah.
Untuk selengkapnya data yang diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan
penduduk dewasa dan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :
1 Sarlito Wirawan Sawono, Pengantar Umum Psikologi ( Edisi II; Cet. II; Jakarta: Bulan
Bintang, 1982), h. 95.
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Tabel III
Data tentang kondisi pendidikan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan
tahun 2005
No. Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin JumlahL P
1 Tidak Tamat SD 178 157 335
2 Tamat SD 250 229 479
3 Tamat SLTP/MTs 153 148 301
4 Tamat SMU/Aliyah 245 327 572
5 Tamat Perguruan Tinggi 60 45 105
Jumlah 736 756 1792
Sumber : Data Statistik Kantor Lurah Limpomajang 2010.
Dari data penduduk Kelurahan Limpomajang sebanyak 2549 jiwa, hanya 1792
jiwa yang sempat mengenyam pendidikan. Semntara 1257 masyarakat yang
dikategorikan “tidak tamat SD (tidak pernah sekolah)” dan masih dikategorikan buta
huruf atau tidak berpendidikan walaupun pemerintah kini telah memasukkan mereka
sebagai peserta paket A dan paket B dalam rangka membebaskan masyarakat
Limpomajang dari buta huruf. Sedangkan lainnya terdapat termasuk anak balita dan
anak usia sekolah sebagaimana tampak dalam tabel berikut :
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Tabel IV
Data anak usia balita ( pra sekolah ) dan usia sekolah di Kelurahan
Limpomajang Tahun 2010.
No. Usia Anak Jenis Kelamin JumlahL P
1 0 – 3 Tahun 80 70 150
2 4 – 6 Tahun 55 47 102
3 7 – 12 Tahun 135 155 190
4 13 Tahun ke atas 223 230 453
Jumlah 393 402 895
Sumber : Data Statistik Kantor Lurah Limpomajang
Bertolak dari keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat anak
usia sekolah sebanyak 745 orang yang masuk usia sekolah, sedangkan 150 masih
berada pada usia balita, dan 453 lainnya berada pada usia 13 tahun ke atas dan masih
menempuh pendidikan tingkat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.
Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dapat dikategorikan sebagai salah satu
kelompok masyarakat yang lebih banyak telah menerima atau mengenyam
pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Sedangkan masyarakat yang dianggap
tidak pernah menemuph jalur pendidikan formal berkisar 600 orang, tetapi ia
berpendidikan nonformal ( pendidikan paket B) setara SMP. Oleh karena itu,
masyarakat Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
dapat dikategorikan sebagai masyarakat telah memiliki pendidikan.
Berkait dengan Agama dan kepercayaan masyarakat setempat, maka
pemahaman mereka terhadap sistem keagamaan yakni kepercayaan kepada Agama
52
Islam sebagai Agama tahuhid semakin kuat karena ditunjang oleh pendidikan
masyarakat bersangkutan. Walaupun demikian, secara historis seperti yang
dipaparkan oleh H. Nasruddi, BA, kepada penulis bahwa :
Agama Islam masuk di daerah ini diperkirakan pada abad ke 18 M. Sebelum
masuknya Agama Islam sampai sekarang masih ada yang menganut
kepercayaan animisme, kepercayaan yang beranggapan bahwa ada kekuatan
ghaib yang menghuni dunia ini. Disamping dunia yang tampak ini terdapat pula
dunia yang tidak tampak oleh panca indera. Kekuatan ghaib itu adalah suatu
kekuatan yang berbeada di luar manusia. Kekuatan ghaib menguasai manusia
dan berkedudukan lebih tinggi dari manusia.2
Oleh karena itu, bagi warga masyarakat di Kelurahan Limpomajang yang
mempercayai kekuatan tersebut dan berbuat sesuatu untuk menjalin hubungan dengan
kekuatan-kekuatan melalui pemujaan atau upacara-upacara tertentu. Sampai sekarang
sisa-sisa kepercayaan itu masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada
yang membawa sesajen ketempat-tempat yang dianggap keramat seperti pohon besar,
kuburan, sungai dan tempat-tempat tertentu. Mereka meminta rezeki yang banyak,
ilmu bela diri dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang sudah kurang yakin
terhadap kepercayaaan tersebut, mereka hanya melakukannya di rumah sendiri,
dengan menghidangkan sesajen untuk para leluhurnya, dan meminta untuk
keselamatan anak cucunya.
Apabila ada burung hantu berbunyi beberapa kali dengan suara keras sambil
melintasi bubungan atap rumah, pertanda akan ada kerabat yang dekat dari rumah itu
2 H. Nasruddin, BA., Imam Kelurahan Limpomajang, “wawancara”, di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 23 Juni 2012.
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akan meninggal dunia. Dan sebaliknya apabila burung malam itu berbunyi kecil maka
pertanda ada kerabat yang bertempat tinggal jauh akan meninggal dunia.
Kepercayaan ketiga adalah apabila ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dan
hinggap di atas kelambu dan terbang ke dapur, maka pertanda ada tamu terhormat
yang akan datang ke rumah tersebut.
Sehubungan dengan kepercayaan yang ghaib, masih ada di antara warga
masyarakat Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ini
mendatangi kuburan di anggap keramat. Seperti, kuburan seseorang yang dahulu kala
memiliki sesuatu kekuatan yang diluar batas kepampuan manusia. Sehingga mereka
mempercayai dan menganggap bahwa orang itu mampu memberikan sesuatu yang
ghaib kepada orang yang mendatanginya. Adapun kedatangan mereka di tempat itu
mempunyai tujuan yang beraneka ragam. Ada yang datang untuk meminta berkah,
jodoh, ada pula yang meminta ilmu-ilmu tertentu, ada juga yang datang berziarah
untuk membayar nazar sehingga apa yang dikehendaki terkabul. Mereka datang
dengan membawa sesajen berupa nasi ketan, ayam panggang/goreng, beberapa
macam pisang, penajaga kuburan akan membaca doa lalu sesajen dimakan oleh orang
yang ada di sekitar lokasi tersebut.
Adapun hari baik dan  buruk, bulan yang baik dan buruk untuk melaksanakan
suatu kegiatan seperti membangun rumah baru, menanam benih, turun ke danau,
pergi jauh meninggalkan kampung halaman., masih cukup banyak penduduk yang
berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh orang yang berilmu tentang itu. Itu
turun temurun dilakukan oleh keluarga sampai cucu-cucu mereka.
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Asumsi di atas diketahui bahwa masyarakat yang berkeyakinan dan berbuat
seperti itu adalah mereka yang memiki jenjang pengetahuan yang rendah beserta
masyarakat yang tidak berpendidikan (tidak tamat SD). Hal itu mereka lakukan
karena mereka tidak memahami secara benar tentang nilai-nilai ajaran tauhid yang
terkandung dalam ajaran Agama Islam. Bahkan ada di antara mereka menduga bahwa
apa yang mereka lakukan itu, merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang
bersumber dari pahlawan-pahlawan Islam terdahulu.
D. Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng
Sebagaimana diketahui bahwa perceraian terjadi karena telah terjadi suatu
perjanjian suci atau perkawinan antar seorang suami dengan seorang isteri yang
kemudian hidup dalam suatu rumah tangga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terjalinnya pertalian perkawinan
diarahkan atau ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi
pasangan suami isteri yang bersangkutan. Namun ironisnya, bahwa tidaklah semua
pasangan suami isteri itu dapat mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, abadi,
kekal atau yang lebih dikenal dengan kehidupan keluarga yang mawaddah
warahmah. Ketidak mampuan itulah yang kemudian menimbulkan kehidupan rumah
tangga yang runyam, sehingga timbul pertikaian, percekcokan di antara sumai isteri
yang ujung-ujungnya berakhir pada perceraian.
Walaupun dinyatakan sebagai suatu aktivitas yang berlabel halal, tetapi
merupakan salah satu perbuatan paling dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Talak
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adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia,
termasuk di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng khusunya Kelurahan
Limpomajang.
Menurut pengakuan Ibu Wahidah, Ketua BP4 Kecamatan Marioriawa bahwa
perceraian yang terjadi khusus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng ini, masih menunjuk pada jumlah angka yang kecil, dan bentuk
percraiannya kebanyakan cerai gugat dibandingkan cerai talak.3
Untuk mengetahui lebih jelas tentang pernyataan Ibu Wahidah di atas, berikut
dapat dilihat tabel besaran perceraian dalam lingkup KUA (Kantor Urusan Agama)
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
3 Dra. Wahidah, Ketua BP4 KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, wawancara,
tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
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Tabel V
Jumlah Perceraian dalam lingkup KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng
No. Desa/Kelurahan Jenis Perceraian TahunGugat Talak
1 Manorang Salo 2 1 2011
2 Laringgi 2 1 2011
3 Limpomajang 1 1 2011
4 Attang Salo 1 - 2011
5 Tellu Limpoe 4 - 2011
6 Panincong 3 - 2011
7 Patampanua 2 - 2011
8 Bulu’e 3 - 2011
9 Batu-Batu 3 1 2011
10 Kaca 2 - 2011
Jumlah 23 4 2011
Sumber Data : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Marioriawa Tahun 2011.
Bertolak dari jumlah perceraian sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat
bahwa Kelurahan Limpomajang jumlah atau besar perceraian sebanyak 2 perceraian.
Di antara ke 10 Desa atau Kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriawa, maka
Kelurahan Limpomajang termasuk paling sedikit jumlah perceraiannya. Hal tersebut
terjadi karena memang sengaja dipersulit oleh pihak hakam. Dan kebanyakan
perceraian yang terjadi di Kecamatan Marioriawa adalah cerai gugat dibandingkan
dengan cerai talak.
Perceraian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
ini, pada dasarnya adalah perceraian yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan atau
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didamaikan oleh suami isteri, karena persoalan yang muncul sangat parah, sehingga
baik para hakam ataupun pihak hakim Pengadilan Agama, memandangnya sebagai
wajib talak, yaitu terjadinya perselisiahan suami isteri, sudah tidak dapat lagi
didamaikan, dan kedua belah  pihak telah memandang bahwa satu-satunya jalan yang
terbaik yang harus ditempuh hanyalah talak atau bercerai.
Sementara itu, Drs. H. Abd. Samad mengemukakan bahwa talak atau
perceraian yang umumnya terjadi di Kabupaten Soppeng dan Khususnya Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa adalah karena kedua hakam yang merupakan
orang kepercayaan suami atau hakam dari pihak isteri sudah kehabisan akal dan
strategi untuk mendamaikan suami isteri tersebut, sehingga hakim bersama
memutuskan percerian.4
Dengan demikian, bila terjadi perselisihan atau syiqaq antara suami isteri,
misalnya isteri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangganya sudah
terancam hancur, maka diangkatlah dua orang hakam untuk menyelidiki masalah
yang menyangkut suami isteri. Hakam inilah yang bertugas menyelesaikan masalah
demi kelangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan.
Masalah perselisihan atau sering disebut sebagai syiqaq adalah sesuatu hal
yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat sebagai suami
isteri. Munculnya perselisihan atau syiqaq, lebih disebabkan oleh beberapa faktor.
Menurut Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng ketika dikonfirmasi penulis, beliau
4 Drs. H. Abd.Samad, Hakim, Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 22 Juni
2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau syiqaq
dalam keluarga adalah karena faktor akhlak, kurangya pendidikan yang dapat
menopang atau mendukung pembinaan kehidupan keluarga, tidak adanya rasa
tanggung jawab anta suami isteri, da yang paling utama terjadinya syiqaq adalah
faktor ekonomi.5
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Untuk melakukan perceraian oleh suami isteri, harus ada alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami isteri, dan
satu-satunya jalan yang tebaik bagi suami isteri hanyalah bercerai. Dengan demikian,
pihak Pengadilan dalam hal ini hakim berhak memutus perkawinan mereka dengan
bentuk perceraian atau talak.
Berangkat dari uraian singkat yang dipaparkan di atas, penulis dapat menarik
suatu konklusi bahwa percerian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng selama ini, adalah perceraian yang dapat
digolongkan sebagai perceraian wajib, sebab antara suami isteri sudah tidak ada jalan
lain yang ditemukan kecuali bercerai. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cara atau
strategi yang dapat ditempuh oleh hakam maupun hakim untuk mendamaikan suami
isteri yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa antara suami isteri itu tidak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tidak dapat lagi mewujudkan
5Drs.  H. Usman S, S.H., Ketua Pengadilan Agama Watanoppeng, wawancara, tanggal 30 Juli
2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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kerukunan hidup rumah tangganya, dan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai




A. Eksistensi Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa
Sebagaimana diketahui bahwa perceraian terjadi karena telah terjadi suatu
perjanjian suci atau perkawinan antar seorang suami dengan seorang isteri yang
kemudian hidup dalam suatu rumah tangga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terjalinnya pertalian perkawinan
diarahkan atau ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi
pasangan suami isteri yang bersangkutan. Namun ironisnya, bahwa tidaklah semua
pasangan suami isteri itu dapat mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, abadi,
kekal atau yang lebih dikenal dengan kehidupan keluarga yang mawaddah
warahmah. Ketidak mampuan itulah yang kemudian menimbulkan kehidupan rumah
tangga yang runyam, sehingga timbul pertikaian, percekcokan di antara sumai isteri
yang ujung-ujungnya berakhir pada perceraian.
Walaupun dinyatakan sebagai suatu aktivitas yang berlabel halal, tetapi
merupakan salah satu perbuatan paling dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Talak
adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia,
termasuk di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng khusunya Kelurahan
Limpomajang.
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Berdasarkan hasil penellitian, penulis telah menemukan keadaan perkara di
KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun 2009 s/d 2011
Jumlah Perceraian dalam lingkup




1 Manorang Salo 5 6 3
2 Laringgi 3 1 3
3 Limpomajang 4 5 2
4 Attang Salo 3 3 1
5 Tellu Limpoe 4 2 4
6 Panincong 3 4 3
7 Patampanua 2 5 2
8 Bulue 3 3 3
9 Batu-Batu 2 4 4
10 Kaca 2 4 2
Jumlah 31 37 27
Sumber Data : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Marioriawa Tahun 2011.
Dari hasil penelitian penulis, menemukan kasus perceraian di KUA
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebanyak 95 kasus. Kasus tersebut
merupakan kasus cerai talak dan cerai gugat. Bertitik tolak dari kasus tersebut yang
sesuai tempat atau lokasi penelitian dari penulis, yaitu Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng menemukan 11 (...%) dari 95 kasus
perceraian yang terbagi 10 Kelurahan/Desa.
Menurut pengakuan Ibu Wahidah, Ketua BP4 Kecamatan Marioriawa bahwa
permohonan perceraian yang terjadi khusus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
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Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, sebenarnya berjumlah 19 kasus, 8 diantaranya
berhasil didamaikan oleh hakam sedangkan yang lainnya tidak berhasil didamaikan
oleh hakam, disebabkan karena pihak yang berperkara tetap ingin bercerai dan susah
untuk rukun atau kembali rujuk lagi.1
Perceraian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
ini, pada dasarnya adalah perceraian yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan atau
didamaikan oleh suami isteri, karena persoalan yang muncul sangat parah, sehingga
baik para hakam ataupun pihak hakim Pengadilan Agama, memandangnya sebagai
wajib talak, yaitu terjadinya perselisiahan suami isteri, sudah tidak dapat lagi
didamaikan, dan kedua belah  pihak telah memandang bahwa satu-satunya jalan yang
terbaik yang harus ditempuh hanyalah talak atau bercerai.
Sementara itu, Drs. H. Abd. Samad mengemukakan bahwa talak atau
perceraian yang umumnya terjadi di Kabupaten Soppeng dan Khususnya Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa adalah karena kedua hakam yang merupakan
orang kepercayaan suami atau hakam dari pihak isteri sudah kehabisan akal dan
strategi untuk mendamaikan suami isteri tersebut, sehingga hakim bersama
memutuskan percerian.2
Dengan demikian, bila terjadi perselisihan atau syiqaq antara suami isteri,
misalnya isteri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangganya sudah
1 Dra. Wahidah, Ketua BP4 KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, wawancara,
tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
2 Drs. H. Abd.Samad, Hakim, Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 22 Juni
2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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terancam hancur, maka diangkatlah dua orang hakam untuk menyelidiki masalah
yang menyangkut suami isteri. Hakam inilah yang bertugas menyelesaikan masalah
demi kelangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan.
Masalah perselisihan atau sering disebut sebagai syiqaq adalah sesuatu hal
yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat sebagai suami
isteri. Munculnya perselisihan atau syiqaq, lebih disebabkan oleh beberapa faktor.
Menurut Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng ketika dikonfirmasi penulis, beliau
mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau syiqaq
dalam keluarga adalah karena faktor akhlak, kurangya pendidikan yang dapat
menopang atau mendukung pembinaan kehidupan keluarga, tidak adanya rasa
tanggung jawab anta suami isteri, da yang paling utama terjadinya syiqaq adalah
faktor ekonomi.3
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Untuk melakukan perceraian oleh suami isteri, harus ada alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami isteri, dan
satu-satunya jalan yang tebaik bagi suami isteri hanyalah bercerai. Dengan demikian,
pihak Pengadilan dalam hal ini hakim berhak memutus perkawinan mereka dengan
bentuk perceraian atau talak.
3Drs.  H. Usman S, S.H., Ketua Pengadilan Agama Watanoppeng, wawancara, tanggal 30 Juli
2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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Berangkat dari uraian singkat yang dipaparkan di atas, penulis dapat menarik
suatu konklusi bahwa percerian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng selama ini, adalah perceraian yang dapat
digolongkan sebagai perceraian wajib, sebab antara suami isteri sudah tidak ada jalan
lain yang ditemukan kecuali bercerai. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cara atau
strategi yang dapat ditempuh oleh hakam maupun hakim untuk mendamaikan suami
isteri yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa antara suami isteri itu tidak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tidak dapat lagi mewujudkan
kerukunan hidup rumah tangganya, dan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai
kehidupan yang mawaddah warahmah.
Perceraian atau talak adalah suatu hukum perkawinan dimana hukum tersebut
dibolehkan dengan dasar pertimbangan yang sehat dan wajar. Perceraian merupakan
jalan penyelesaian terakhir, setelah melalui proses atau prosedur penyelesaian yang
diawali dari suami isteri itu sendiri, kemudian menyusul dengan hakam atau wakil
baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri, kemudian melangkah kepada Badan
Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) untuk menanganinya
secara serius. Namun jikalau badan ini pun kesulitan atau tdak mampu pula
menangninya, maka proses selanjutnya diserahkan kepada lembaga yang lebih tinggi,
yakni Pengadilan Agama,. Hal ini, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal
39 ayat (1) “Perceraian haya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
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Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah
pihak”.4
Pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal sangat dibenci dan dilarang
oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, andaikan seorang suami tidak merasa
senang kepada isterinya hendaklah ia bersabar, karena mungkin Tuhan menjadikan
sesuatu yang sangat baik dalam diri isteri yang telah tidak disenangi suami itu. Akan
tetapi, apabila ketidak senangan itu semakin membesar atau semakin parah maka
hendaklah suami bersifat bijaksana untuk menempuh jalur hukum. Hal ini
dimaksudkan agar suami tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya.
Setelah pengaduan suami diterima oleh pihak Pengadilan, lalu kemudian Pengadilan
yang memeriksa perkara bersangkutan berhak mengangkat hakam yang dapat
mewakili baik suami maupun isteri.
Menurut Musriadi, S.Ag, M.H. ketika dikonfirmasi penulis, mengemukakan
bahwa hakam menempati posisi yang sangat menentukan bagi nasib suami isteri yang
syiqaq atau berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakam dapat
menjatuhkan suatu hukum bersama hakim atas status suami isteri bila sudah tidak ada
lagi jalan lain kecuali bercerai.5 Pernyataan beliau ini dapat ditangkap bahwa apabila
salah seorang dari hakamain yang telah ditunjuk atau diangkat untuk menyelesaikan
4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam ( Cet. VII, Bandung: Tim Citra Umbara, 2011 ), h. 16.
5 Musriadi, S.Ag, M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng, wawancara, tanggal 26 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng.
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syiqaq atau perselisihan itu menghendaki agar hubungan suami isteri itu tetap
diteruskan atau dilanjutkan, maka kedua suami isteri yang bersyiqaq itu tetap harus
melanjutkan hubungan suami isteri mereka. Begitupun kalau seorang dari dua hakam
tersebut menyatakan pendapat bahwa hubungan suami isteri tidak mungkin dan sudah
tidak dapat lagi dilanjutkan, barulah perceraian dapat dilaksanakan.
Eksistensi hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sangat penting,
sebab jika tidak ada hakam maka suatu perselisihan atau pertengkaran akan terjadi
terus menerus tanpa adanya penyelesaian, maka dari ini betapa pentingnya hakam
sebagai penengah untuk mencarikan solusi atau jalan keluar agar permasalahan yang
dihadapi oleh pihak yang berperkara dapat diselesaikan.
Hakam dapat didatangkan dari keluarga pihak yang berperkara yaitu hakam
dari pihak suami dan hakam lagi dari pihak isteri, juga hakam yang didatangkan dari
Pengadilan Agama. Hakam yang didatangkan dari keluarga hanya sebagai penengah,
memberikan nasehat serta solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa memberikan
putusan. Sedangkan hakam dari Pengadilan berperan sebagai penengah juga
memberikan keputusan. Hakam ini tidak hanya dalam perkara perceraian tetapi juga
perkara-perkara yang lain seperti perkara warisan, sengketa tanah, dan lain-lain.
Dari ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa eksisternsi atau keberadaan
hakam adalah sebagai penengah. Artinya bahwa hakam adalah penyidik atas
peristiwa yang terjadi pada suami isteri yang syiqaq. Hal ini dimaksudkan agar hakam
dapat menemukan suatu solusi untuk menghindarkan terjadinya perceraian bagi
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suami isteri yang syiqaq itu. Apabila diperhatikan dalam praktek dunia hukum, dapat
dipahami bahwa eksistensi hakam dapat diartikan sebagai arbitrator atau arbiter.
Sedangkan menurut M. Amin, ketika dikonfirmasi penulis, menjelaskan
bahwa keberadaan hakam dalam rangka memperoleh jalan keluar bagi yang syiqaq
adalah sebagai penengah atau wasit yang dapat menjalankan fungsinya sebagai
tempat penyelesaian syiqaq atau perselisihan atau berak untuk menjathkan putusan
yang mengikat kepada pihak-pihak yang berselisih.6
Menurut Syarifuddin, bahwa hakam merupakan juru dami apabila terjadi
syiqaq, sesuai dengan tujuan penunjukannya hakam harus berindak sebagai
pendamai.7 Sejalan dengan pemikiran M. Yahya Harahap ini, dapat dipahami bahwa
hakam yang eksistensinya sebagai arbitrase atau wasit berfungsi dan berwenang
untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak yang
bersengketa. Dalam itulah, oleh Drs. H. Abd. Samad bahwa dari segi perundang-
undangan arbitrase mempunyai fungsi untuk mendamaikan atau mencegah terjadinya
perceraian. Oleh karena itu, arbitrase di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng ini eksistensinya sebagai penengah atau arbitrase
dalam fungsinya sebagai pendamai antara suami isteri yang syiqaq atau berselisih.8
6 M. Amin, Panitra Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, wawancara, tanggal 19
Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng
7 Syarifuddin, seorang syiqaq, wawancara di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Juni 2012.
8 Drs. H. Abd. Samad, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 20 Juni
2012 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng.
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Sejalan dengan itu, apabila terjadi kekhawatiran atas terjadinya persengketaan
antara suami isteri, maka Al-Qur’an memerintahkan agar menunjuk dua orang
penengah atau hakam untuk mendamaikan suami isteri yang syiqaq itu. Allah
berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 35 :
                        
         
Terjemahnya :
Dan jika kamu kahawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.9
Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa apabila sengketa itu datang dari
kedua suami isteri atau dari salah satunya, maka hakam yang telah ditunjuk dan
diangkat oleh hakim agar mencapai solusi perdamaian atau ishlah. Apabila kedua
hakam belum menemukan kata sepakat, maka hakim memerintahkan kedua hakam
untuk mengulang penyelidikannya.
Berangkat dari keterangan yang disajikan di atas, secara jelas dapat
disimpulkan bahwa eksistensi hakam dalam rangka pencegahan perceraian di
Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng adalah sebagai
arbitrase atau penengah yang dipercayakan untuk menyelidiki problematika yang
9 Departemen Agama RI, Al-Q-ur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.
109.
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timbul pada suatu keluarga sehingga antara suami isteri terjadi syiqaq atau
perselisihan yang dapar berjuang pada perceraian, sehingga percerian bagi suami
isteri yang syiqaq tidak sampai terjadi perceraian. Oleh karena itu, keberadaan hakam
di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, dapat
meminimalisir terjadinya perceraian bagi suami isteri.
B. Optimalisasi Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal, dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk
seumur hidup dan diharapkan atau dianjurkan agar tidak terjadi sesuatu perceraian.
Maka dalam rangka kekekalan kerukunan hidup berkeluarga oleh hakam yang telah
diangkat berupaya untuk mempersulit perceraian.10
Tujuan utama mengangkat hakam atau juru damai apabila terjadi syiqaq.
Selama tujuan penunjukkan atau pengangkatan hakam berperan dalam mencegah
timbulnya perceraian bagi suami isteri yang syiqaq, menurut M. Amin sama sekali
tidak bertentangan dengan makna dan jiwa Al-Qur’an, tanpa mempersoalkan siapa
10 Drs. H. Usman S, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng, wawancara, tanggal
21 Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi hakam.11 Namun perlu disadari bahwa
seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai hakam adalah orang sehat jasmani
dan rohani.
Pada pasal 76 ayat 1 dijelaskan bahwa :
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
Kata “harus” dalam pasal 76 ayat 1 di atas, jika dianalisis berdasarkan
ketentuannya adalah bersifat imperatif, artinya bahwa kata “harus” dalam pasal
tersebut menunjukkan adanya penegasan untuk mendengarkan saksi-saksi atau dapat
ditafsirkan sebagai “hakam” yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan
suami isteri. Penegasan ini mengindikasikan akan adanya upaya bagi hakim ataupun
hakam untuk mengoptimalkan peranan hakam dalam rangka pencegahan perceraian.
Paradigma tersebut menunjukkan bahwa hakam khususnya di Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng senantiasa dioptimalkan
tugas dan peranannya guna meminimalisir terjadinya perceraian, terutama perceraian
yang dilatar belakangi oleh perselisihan atau syiqaq. Untuk mengetahui bagaimana
optimalisasi dalam mengatasi perceraian khususnya di Kelurahan Limpomajang
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng terlebih dahulu kita ketahui bahwa
hakam yang harus diangkat berdasarkan testemoni Al Qur’an adalah hakam memiliki
hubungan darah dengan suami isteri yang dalam keadaan syiqaq.
11 M. Amin, Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, tanggal 19 Juni 2012 di
Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
66
Dalam Q.S An-Nisa ayat 35 dikisahka oleh Allah SWT. bahwa
                        
         
Terjemahnya
Dan jika kamu kahawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.12
Ayat tersebut menyebutkan bahwa hakam yang dimaksdudkan dalam ayat ini
tersebut oleh para ahli fiqhi, sebagaimana dikemukakan Kamal Muchtar bahwa :
Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebahagian pengikut Imam Hambali,
Qaul Qadim dari Imam Syafi’iy “Hakam” itu berarti hakim. Sebagai hakim,
maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya
tentanng hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan
memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan kembali agar
kedua suami isteri berdamai kembali.13
Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa hakam berarti wakil dan hakam
berarti hakim. Kedua pengertian ini menunjukkan tingkat optimalisasi peranan hakam
dalam pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng, adalah berperan sebagai juru pendamai, bertindak atas nama
pihak keluarga yang diwakilinya, memperbaiki atau melanjutkan hubungan suami
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta: CV. Naladana, 2004), h.
109.
13 Kamal Muchtar, Asas Hukum tentang Perkawinan (Cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1974),
h. 45.
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isteri dalam kehidupan rumah tangga, dan menjatuhkan talak. Dari keempat tingkat
peranan hakam inilah hingga kini senantiasa ditingkatkan dan lebih
dioptimalisasikan.
Optimalisasi ini mutlak karena kesemuanya dilaksanakan oleh hakam yang
disebabkan karena :
a. Hakam dapat berperan merendahkan dan menyadarkan pihaknya masing-masing
kemudian secara kekeluargaan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan
bersama untuk mereka saling memaafkan dan menyadari kesalahannya dan
kembali berdamai dan hidup rukun seperti sedia kala. Maka peranan hakam selesai
sampai di sini. Akan tetapi, apabila hakam tidak berhasil mendamaikan
perselisihan, maka hakam melangkah pada tingkat berikutnya.
b. Hakam bertindak atas amanah dari wakilnya. Apabila hakam tidak berhasil syiqaq
dan telah menempuh berbagai cara menghadapi pihak yang diwakilinya untuk
mereka kembali sadar dan dapat mengambil nasehat, akan tetapi tidak mendapat
sambutan bahkan berkeras dan tetap mempertahankan prinsipnya, sehingga
ditetapkan suatu penetapan untuk diproses pada forum atau lembaga yang lebih
tinggi, yaitu Pengadilan Agama.
c. Apabila hakim telah meneliti persoalan syiqaq ini secara seksama dan ditunjang
dengan data-data yang kongkrit serta kuat, maka hakim menetapkan bahwa apabila
perkawinan ini dilanjutkan, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar,
maka hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak, sebagai satu-satunya jalan
yang lebih baik untuk kepentingan kedua belah pihak dan keluarganya.
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Dengan demikian, optimalisasi peranan hakam adalah memperdamaikan di
antara suami isteri (yang berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai
ganti perselisihan, sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan hakam akan
semakin rendah pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang





Pembahasan ini merupakan bab penutup, oleh karena itu akan disajikan
beberapa kesimpulan yang ditarik dari beberapa uraian sebelumnya, yaitu bahwa :
1. Perceraian yang terjadi di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng selama ini, adalah perceraian yang dapat digolongkan sebagai
peceraian wajib, sebab antara suami isteri sudah tidak ada jalan lain yang
ditemukan kecuali bercerai. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi cara atau straregi
yang dapat ditempuh oleh hakam maupun hakim untuk mendamaikan suami isteri
yang bersangkutan, atau dengan kata lain bahwa antara suami isteri itu tidak akan
dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tidak dapat lagi mewujudkan
kerukunan hidup rumah tangganya, dan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai
kehidupan yang mawaddah warahmah. Dan eksistensi hakam dalam rangka
pencegahan perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng adalah sebagai arbitrase atau penengah yang dipercayakan
untuk menyelidiki problematika yang timbul pada suatu keluarga sehingga antara
suami isteri terjadi syiqaq atau perselisihan yang dapat berujung pada perceraian,
sehingga perceraian bagi suami isteri yang syiqaq tidak sampai terjadi perceraian.
Oleh karena itu, keberadaan hakam di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
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Marioriawa Kabupaten Soppeng ini, dapat meminimalisir terjadinya perceraian
bagi suami isteri.
2. Optimalisasi peranan hakam adalah memperdamaikan di antara suami isteri (yang
berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai ganti perselisihan,
sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan hakam akan semakin rendah
pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan
Marioriawa Kabupaten Soppeng.
B. Saran
Sebagai pelengkap dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat
mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada segenap sarjana muslim, khususnya alumni Syari’ah dan Hukum yang
menggeluti pelajaran tentang hukum perkawinan, sangat diharapkan keterlibatan
dalam memberikan sumbang pemikirannya kepada masyarakat Kelurahan
Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng agar mereka tetap
mempertahankan keluarganya dan tidak menempuh pelaksanaan perceraian
perkawinan sehingga rumah tangga mereka tetap rukun, utuh, damai dan
mawaddah warahmah.
2. Dan lebih khusus diharapkan kepada pemerintah, baik di daerah maupun di pusat
hendaknya senantiasa lebih memberikan perhatian penghargaan di dalam
melestarikan nilai-nilai budaya sepanjang tidak merugikan pembangunan bangsa
dan tidak bertentangan dengan Islam.
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3. Oleh karena tak ada gading yang tak retak, tegur sapa daripada pembaca sebagai
person penuntut ilmu akan penulis terima dengan hati yang ikhlas.
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